
SALINAN

GUBERNUR PAFUA TENGAH
KEPUTUSAN CUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 100.3.3. 1/ 222 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEIYAI
TENTANG PERUtsAHAN ANGGARAII PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARA.N 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI DEryAI

TENTANC PENJABARAN PERUBAHAN ANCGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran 1 (satu)

CUBERN*UR-PAP'UAT'ENGAF{,

Meniribang a. bahwa untuk melaksanakan ke{.en luan Pasal 245 ayat {1},
Pasal 315 ayat {2}, Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan
Peratrrran Dherah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeratr Tahun Anggaran 2O25
harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur setragai u.akil
Pemerintah Pusat;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan Anggaraa Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangan Peraturan
Bupati Deiyai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun AnEgaran 2A25, perlu
dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
urnum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Perubahan RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBI)
(Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Piafon
Anggaran Sementara {Perubahan PPAS},serta Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

c. brahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi
Ra-nea=agan Pe-ratu:ao Da.erab I(abupate-n Deiyai tentang
Perubahan An6garan Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangan Peraturan Bupati
Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O'25;
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i. Pasa-i 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Rcpublik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4 15 1 ) , sebagaimana
telahdiubah beberapa kaii terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua(lrmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan l,embaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 6697);

1 tt-A^^n ltnAdia N^-^-'t7'I.-1,,,- 1nn2 v-,,^--^-v us4r6 trL 
"rar 

rti<lf I
Negara (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO3 Nomor 47, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Ppnatoton Daro+rrror 9clmaintah Dancoonti TIrzlana-

Undang Nomor 1 Tahun 2O2O tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Memhahavakan Perek-onomian Nasiona-l dat/ atat-t-

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202O Nomor
87, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

4. Undang--Unciang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O04 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2-d2O-tentangPenetapanFeratrraRPemerir'rtahPerr:gg-aati
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Kcuangan Ncgara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2O19 (Covid-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang

D--^r--- --:-- rt-^i--^t )-- l^r^.,lvlcllluarralal\atl rclE^tllullllctlr rtasrlrllial ucl-rr/aLaLa

Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor
87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembar Negara Repubiik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 66, Tambaha-n Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44OO);
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6- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2O04 tentang Sistem
Perencanaa:r Pembangunan Nasional (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara RepubLk Inrlonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Nesara Republik Indonesia Nomor 5587!. seba.gaimana
telah diubah beberapakali tererl<hir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undalg Nomor
2 Tahun 2A22 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor l Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
n..---L /r -:'t^f-6 D-^,,Ll;L r-r^-^-i^ T^L,,-tu\rrruarorl rrL|iar.r r\Lyuurr^ rrrqvrrLnra ltururr
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A22 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah {Lembaral Negara
Republik lndonesia Tahun 2O22 Nomor 158, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

1O. Peraturan Pemerintah Nomor lO9 Tahun 200O tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
200O Nomor 2lO, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4O2B);

1 I . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (kmbara,n

r-l----i ^ arr-l--,- Lr----- ,olYcBata I\rIruullr{ lrl(rulrEsra la{rl(lll zLru.J l\(rrllr.rl 'r(,.
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502), selragaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2Ol2
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
'r-L,,- /]rlrt < tzat^^E D--*l-I-^- U^'.Mz ^ Elaula-r dilLlrr zvirr, L\-rr.-srr5 r r.rrSLrr,,laarr
Layanan Umum (l,embaran Negara Republik Indones'ia
Tahun 2O12 Nomor i71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2O1O tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (L€mbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentalg
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Pimpinan dal Anggota De'*'al perwakilan
Rakyat Daerah Administratif (Ixmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1O6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1

Tahun 2A23 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
cian Pimprnan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
I)aerah Administratif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O23 Nomor 6, Tambahan Lembararr
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penl'usunan Tata Tertib Dewan Peru.akilan
Ralqyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2Ol8 Nomor 59,
Tambahan L,embaran Negara Repubiik Indonesia Nomor
6197);

16. Peratural Pcmerintah Nomor 33 Tahun 2O18 tentang
Pelaksanaan T\rgas dan Wewenang Gubernur sebagai
Wakil Pemerintah Pusat frmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
i\f-^ * Et--.,t-I;r- r-'l^--^:- it^-^- aoart\.r\rjl,rLr'.,,rrA rr ruur rL srd, rtvrrrwr u<,r.rr,

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daeratr (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 1 1 14);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 1O6 Tahun 202 1 tentang
Kewenar:o-an dzn Kelernhagean Pelaksanaan Kehiiakrtn
Otonomi Khusus Provinsi Papua {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2i Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 673O);

20. Peratura! Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O21 tentang
Penerimaan, Pengeioiaan, Fengawasan dan Rencana ino-uk
Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Frovinsi Papua (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O2 1 Nomor 239, Tambahan
kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2O24 Nomor
85, Tambahan Irmbaran Negara Republik ladonesia
Nomor 6881);
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22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 i Tahun 2O17
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perranggunglawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanla Daerai dan Rancangan Perafuran
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanpgungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatari dal Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun ?017 Nomor
as0);

23. Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O77
tcntang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Peiaksanaan dan Pertanggunglawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1O67);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19
tentang Kiasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor1447);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O20
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 202O Nomor
581), sebatfimana telal diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2O2l tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
e1o);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
lBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 202 I
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
lTencattsan Ppr2lurarl Daerz lr Tenl-al-s Pelrhahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
An€garara Pendapatan dan Belanja Daerah {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

28. Fcraturan Mcntcri Dalam Ncgcri Nornor 84 Tahun 2O22
tertang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2A23 (Berita Negara

r-.J^---i- aF-l-. -- an 1"t I\J-*.- al'7l1l-
I\rpLrurrA lllllullgslal I d.f l|'LL 1\JZz Lrt)LttwL 2, zl,
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29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedomal Penlrrsunan Angi;aran pendapatau
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita
Negara Republik Inclonesia Tahun 2024 Nomor 64g);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50 5gg9 Tahun
2O2 I tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pemtrangunan dan Keuanglan Dee.rall
sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1-285O Tahun 2O25
tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O2t tentang Hasil
Verifikasi, Vaiidasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasihkasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangaa Daerah;

MEIvIUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DETYA]
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BtrLANJA DAERAH TAHUN ANGCARAN 2A23 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI DETYAI TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan Angga-ran Pendapatan dan Belanja
t)aerah Tahlue-- - Aogo,oara:r 2O25 dan Rancangan Peraturan
Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angqaran 2025
sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepulusan
Gubernur ini.
E UPaIT UCtYaI OersatlTla Lrcwarl rcrwa.r(lla[t r(aK-va[ Lrir.El at l

Kabupaten Deiyai segera menindaklanjuti hasil evaluasi
dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tenta-ng.
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
rr1- r---- l--*-- r!l).! E l-- D^------ fL-^.,,-^- 8,,-^.:li:lltLtrt t:tltBBaa, ir,J.t zw40 LlcLll r\ilrtr-iar rBdu r rcldttlldrr rJqlJdLr
Deiyai tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 sesuai dengan
ketentuan peraturair perundang-undangan yang lebih
tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan
L/J Ir. -l-- D--,1-^L-- frDile s:r^ DD Ilrf'I ealladairqra

tercantum dalam Lampiran Keputusan Cubernur ini.
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Bupati bersama Dewan Perwakilan Ratryat Daerah
Kabupaten Deiyai segera melakukan penpmpurnaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah
-Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum
Kesatu paiing lambat 7 (tuJuh) hari sejak diterimanya
Keputusan Gubernur ini.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati
Deiyai dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Deiyai, dan Bupati Deiyai menetapkan Rancansan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2025 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan
Bupati Kabupaten Deiyai tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angqaral
2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan
kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaal
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan
ketentuan peratureur perundang-undangan.
Er,,-^+; n-;,,^: '---,,----;t-^- t--^t-^t; 9 - ^ ^^ ^ ^^ ^ D--^i,,---Uql/utlgUU<!llrLrrJ4rly44l!r\4rv.Jr54t

Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 daa
Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tohrrn Ancrcroron 1O1q v.t'r.r t-el-a h rlilolrrrlzan
penyempumaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil
evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum
KETIGA untuk mendapatkan nomor register.

Bupati Deiyai menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
Rabupaten Deiyai tentang Perubahan Anggaran Penciapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaral 2025 dan Rancalgan
Pc=raturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2O25 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan Anggaran Pen<iapatan drin Beianja Daerah
Tahun Angqaran 2025 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Elelanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor
register sebagaimana Diktum KELIMA.
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Pengangqaran, pelaksanaan dan pertanggungiawaban
pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
):.^L^ 

-l-^ -ur Lc rcrPAdJl.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal I September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
cAP/TrD

MEKI NAWIPA

engan aslinya
UKUM,

S MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002L214o2

Salinan Keputusan ini disamoaikan kepada Yth:
1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri <ii J akarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Ketua DPRK Deiyai di Waghete
o. Masing-masing yang irersangkutan.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR NOMOR 100,.3..3.!/ 222 TAJ{UN 202s
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN DEryAI TENTANG
PERUBAHAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN
BEL-AN.IA DAERAH KAIIUPATFJ.I DEIYA_I
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PBRATURAN BUPATI DEIYAI TENTANC
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEryAI
TENTANG PERUBAHAN An.GGARAN PENDAPATAN DAN BEI-A.NJA DAERAH

KABUPATEN DETYAI TAHUN ANCGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI DEIYAI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGCARAN 2025

I. TUJUAI! EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun
Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, untuk menguji
kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati
Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan

ruang lingkup:

A. kctentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
B. kepentingan umum;
C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perubahan

Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagailnana mak-sud Pasal .31.5 ayat {3) Undaog-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tohtrn )fi1n tarrran.rl Cinta l{oric rneniarli I Inrlans- I inrle no Pa.ca I I l? avat_ r..+..-,

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (6i Peraturan Pemerintah Nomor I

T ahun 2O24 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
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II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan PaseL 245 ayat (3) dan pasal 3ls Undai-6-Ui-darrg iiomor 23
Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pasal 2Z ayat (I) dan pasal 112 ayat
{1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2o19 serta butir 3.2.h dan butir
4.1.6.b Lampiran Peraturan M-enteri Dal--:ea Negei Ncrnor lS Tah,ulr,2A24
tentang Pedoman Penyusunaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2O25, terhadap Rancangan peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peratu!'ar Bupati Deiyai tentang Penjaba:-aa Per,:bahan A.pBD Tahun
Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah harus mendapat evaiuasi
Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Deiyai.

Berkaitan denga.n hal tei-sebut, Perrrerintah Daei-al'r Kabupaten Deiyai
memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta
tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat
daerah atau berdasai"kan alokasi angga-raa pada tahun afie6:aian
sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik
dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi
keu,enangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan
,E,/ioe,-I,-h -L-la --i^-.ir-c lor Lalrrrrrrban Aaarol. !,a,, l\.r r;-hio<i nart-

pemenuhan kebutuhan urlrsan pemerintahan wajib dan belanj a mandatory
spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa
harus menganggarkan seluruh program, kegiataa dal sub kegiatan yang
rnaniarli kcurenanoarr daerah rnenrtniang aencanaian S ldelananl ifi-si A-sia

Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target
pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan
kewenargan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dan sesuai dengan
ketentuar Peratutax Perunda!8-undangar.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah scluruh penerimaan daerah berupa uang

yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD! dan

menambah ekuitas dana lancar serta merupakar hak pemerintah

daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang lidak perlu dibayar kembali

oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD
nA6r66l,an narlziraon uoaa tantlntr e,anara racinn-ol wrno Aantzt Airanair r r!. sPqrru. r l/v. .r.r sq^.

untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

rcllrclllltaarr.../ J
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Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengambil langkah_
langkah antara lain:

l. Peningkatal Pengelolaan Paja} Daerah

Pemerintatr Daera-h Kabupaten Deiyai dapat melakukan sosialisasi
dan edukasi kepada masyaralat tentang ken ajiban pajak serta
meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir
kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh
rnasyarakat.

2. Oprimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi S,:::aber Daya Alam {SDlj dan sektcr ekonom;^ lckal,
seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan
layanan pubiik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya
dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyat yao-g bersr.r.mber dan retnbusi.

3. Pengembangan Infrastruktur
Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalal, transportasi dan
fasiiitas umum sefra meningkatkan aksesibiiitas ciaerah untuk
menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam
proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama
dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk
berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses

administrasi, termasuk perpajakan dan perizinal serta membangun
atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan
keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan
kegiatan promosi yang bertuj uan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan
keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan
pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasai dan Akun tabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah
untuk inembangun kep€rcayaan ma-eya:'al<et dan menerapkan
sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang

efektif, efisien, transparnn dan akuntabel.

B.Belanja.../4
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B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunalan sebagai
wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang
dikelola oleh pemerintah daerah yang teiah ditetapkan berdasarkan
undang-undang. Pcngeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat
yang diperlukan oleh masyaratat akan memunculkan perke.mbargar

,vang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan ralqrat.
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengambil langkah-
langkah antara lain:

1. Perencalaan Anggaran yang Tepat

Memastjkan bahq,a belanja daerah disusun berdasarkan prioritas
kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrsstrulrtur dan
program pemberdayaan masyarakat melaiui analisis kebutuhan
yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya
sehingga tepat sasarax.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah
Daerah Kabupaten Deiyai untuk mengevaluasi hasil dan dampak
dari setiap kegiatan atau prograrn vang dibiayai, sehingga dapat
meningkatkan efektivitas belanja.

3. Bial'a per l,ayanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan
layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan
infrastruktur. Semakin rendah bia3ra per lalranan dengan hasil yang

optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai perlu memperkuat
pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau
pemborosan anlara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi
untuk memonitor jalannya program secara real-time scrta
mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Deiyai

dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna

memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan
akuntabel.

5.8-Gouernment... /5
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5. E-Gouemment dan E-Procurement

Penguatan implementasi platform egouernment dan e-procurement
untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi,
meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses
pengadaan melalui platform egouernment daa e-procarement lebih
efektif dan elisien-

6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah
program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD

sesuai dengan outout vang direncanakan dan memberikan malfaat
bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan
an6igaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun
anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah
penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi
anqgaran yarg tersedip untuk mendukung pernbangulan dan

kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaaa daerah yang efektif
juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi,

pemerataan, transparansi dan akuntabilitas pengguna€rn anggaran.

Daiam mengukur pembiayaan riaerah, Pemerintah Daerah Kabupaten

Deiyai harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien,

kewaj aran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan

daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengambil langkah-
langkah antara lain:

1 . Efisiensi Penggunaan Anglgaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang

dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan

kualitas pelayanan publik.

2. Evaluas;. Kine{a Prog:'am

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran

daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi output dan out@me

untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengatl

- - - t^ ^. - -^ - - J.:t-^^:ll-- -lllal lldar jd.rrB urrriastrulalr.
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D. Tahapan dan Jadwal Penyusunan perubahan ApBD

Rancangaa Peraturan Daerah Kabupaten Deivai tentang perubaha,
APBD Tahun Anggaran 2o2s dan Rancangan peraturan Bupati Deiyai
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan jadw-al
penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1

Tahapal dan Jadwal Proses Penyusunan perubahan ApBD

Penetapan/ Persetuj u an / Su rat
Uraiart Keterangan

Nrrrnor

Penyampaian Rancargan
Pembahan KUA dan Rancangan

Perubahan PPAS oleh Kepala
Daerai kepada DPRD

Penyarnpaian Rancangan

Peratur.rn Daerah tentan8
Perubahan APBD oleh Kepala
Daerah kepada DPRD

Persetujuan bersama DPRD dan
AcPand l/d€r drr (crrtdrrE

IlarcanSan Peraturan Daerah
tflrtang Perubaharl APBD

Penyaunpaian Rancangan
Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dall Rancangan
Rancan gan Peraturan Kepala

Daerah tentang Penjabaran
Perubahan APBD kepada

Gubernur untuk dieva.luasi

9i3 i 336 itsUP i\1i i2A25 uo /rgustlls luzc

O7 Agustus 2O25

07 Agustus 2025

e 13 I 34O I vllt I 2O2s I 1 Agustus 2O25

913/341/AUP/v|L/2025
172.4IO27 IDP"AIv t I2O25

15 Agustus 2025

Sesuai,
(paling lambat minggu ll
bulan Agustus)

Sesuai, i

(paling tambat minggu ll i

Sesuai.
,^ali-d lo6l:6t ?.lr;--l

bulan sebelum tahun

anggaran berakhir)

Sesuai,

(paiing iambar minSgu i
bulan Agustus)

Sesuai,

(paling lambat minggu ll
ltrrlan /trr.rrr.l

-

913/ 342/BUP lvfii/2025 19 Agustus 2025

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupatcn
Deiyai telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan
Perubahan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2O2l tentang Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang

Sesuai,
/,lio6nroiLah a Iri16l h.;

seja& tangtal persetujuan
Ralcangarr Psraturan
Daerah tentang
Perubahan APBD)

Tanggai

Kesepakatan antara Kepala
Daerah dan DPRD atas
Ranranaon P-fl'hah6r Ll IA

913 issa /BUP IWU 12023
173. r /O2sl DPRD / vut / 2025

K€epakatan antara Kepala

Daerah dan DPttD atas
Rancan gan Perubahar PPAS

9 t3 / 339 /BVP /vfit 12025
173. 1 /026l DPRD l Vl 1 2025

Perubahan.../7

i- I

I

I I

I

I

I



Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepa-la Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan
Beianja Daerah d-an Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Deivai
agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan
<Ian jaciwai proses penJrusunan Perubahan ApBD muiai ciari perubahan
RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD dan Rancangan
Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran perubahan APBD,
sebagaimana rr-r-a-lc-surd butir 4. 1.9 La-rnpiran Peraturan Menteri Dale.m
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam penyusunan
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:
r rnnlofz-rrlzor eirlzranieaci L^}riial,a^ Daaa.i-r-L. n^^-^L L.-l-,,-^r--racr viryu(L. r

Deiyai dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang
pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program
Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 87<,

(delapan persen| sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai dan sesuai dengal ketentuan peratur.rn
perundang-undangan;

2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah dan mengalokasika-n anggar€rn belanja yang
memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjuta-n sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. mengelola belan-ia secara efelrtil efisien dan fokus terhadap capaian
target pelayanan publik sesuai dengan kewenaagan Pemerintah
Dacrah Kabupaten Deiyai dan kemampuan pendapatan daerah;

4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi
angg:a-ra belanja pokok dibandingkan dengar alokasi anggaran

belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program,
kegiatan dan subkegiatan.

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (l) huruf a dan Pasal 4 Peraturan
hllaatoi l.)alaa Nanari Naanr I E Tohrrn CACr'.

III. SINKRONISASI KEBIJAI{AN PUSAT DAN DAERAH

A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
n--;.,-; +--+--- D--'h-l^-- ADElrt'I.al-rr- Lndd^lDn Ol'\11 Aa; Daar^--o^ue.J d. L!.rLqrr . M.66.2 .-ur

Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anglaran 2025 dalam rangka menunjang Prioritas Nasional, sebagai

berikut:

1.Alokasi... /8
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l. Alokasi Anggaran Percepatan penurunan Stunting
Penyediaan anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi
stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan
prevalensi kekurangan (ueight falteing) pada anak balita dan
menurunnya prevalensi u.nsting (kurus) pada anak balita
Rp79.836.090.677,OO atau 6,18olo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang perubahan ApBD
Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada peraturan presiden
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting
khususnya pada pilar I dan pilar 3 dalam Strategi Nasional
Percepatan Penurunan Stunting, butir 5.2.14.a Lampiran peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24 dan Surat Edaran
MenteriDalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercaltum pada:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Ibu dan Anak
Rp1.918.651.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan
Dinas Biasa Rp1.779.760.000,00 atau 92,760/o dari total sub
kegiatan;

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan
Rp681.650.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain
diuraikal ke dalam sub rincian objek Belalja Perjalanan Dinas
Biasa Rp439.6O0.0OO,OO atau 64,490/o dari total sub kegiatan;

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Rp5.989.989.OO0,0O pada SKPD Puskesmas Rawat Inap Waghete,

yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.419.965.000,00 atau
73,79o/o dari total sub kegiatan;

d. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular Rp1.0OO.OO0.O0O,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang

antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Perjalanan Dinas Biasa Rp5O0.6l0.0OO,0O atau 62,810/o dari total
sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih
besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada

masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan
Stunting.

Untuk.../9
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Untuk itu, Pemerintah Daerah Katrupaten Deiyai harus
memformulasikan kembati uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi ajrggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna
mendukung capaian target kineda program, kegiatan dan sutr
kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud pasal 54 ayat
(3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
Pasal 4 huruf c dan butir 4. 1.3.c I-ampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor f S Tahun 2024.

2. Al,okasi Anggaran Pengendalian Inflasi
Penycdiaan anggaran untuk pengcndalian inflasi
Rp198.673.704.4OO,00 atau 15.37olo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara iain tcrcantum pada:
a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan Rp139.458.494.800,O0 pada

SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
b. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan Rp41.069.273.6OO,A0 pada

SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
c. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya lokal

Rp3.434.9OO.000,00 pada SKPD Dinas Ketahanan Pangan;
d. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam

1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rpl.5OO.O0O.O0O,00 pada SKPD

Dinas Perikanan;
e. Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari

Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp1.OO0.O0O.00O,00pada SKPD

Dinas Pertanian:
f. Sub Kegiatan Fasilitasi pendampingan al<ses

permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik
OAP di Kabupaten/Kota Rp80O.O0O.O0O,O0 pada SKPD Dinas
Perindustrian dan Perdagangan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk
dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, el-isiensi,

kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman
pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 tentang
Klasilikasi, Kociefikasi dan Nl-omenkiatur Perencanaan Pemban gunan
dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan

Vaiidasi...i iO
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Validasi Pemutakhiran Klasif,kasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangal Daerah sebagaimana
teiah ciiubah beberapa kah teraliarr dengan Keputusan Menteri
Da-lam Negeri Nomor 9OO.I-28S0 Tahun 2025 tentang perubahan
Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor OSO-Sgg9 Tahun
2O21 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi pemutakhiran Klasilikasi,
Kocieirkasi cian Nomeniciatur Perencanaan pembangunan clan
Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan Ernggaran pengendalian inflasi dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 agat dialokasikan secara memadai dan
dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di
daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub
Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi
Perdagangan Rp300.0OO.0OO,O0 pada SKPD DINAS Perindustrian
dan Perdagangan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp92.0OO.000,00 atau
3O,67o/odari total sub kegiatan diindikasikan proporsi aiokasi
anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan
alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan
dalam rangka pengenda-lian Intlasr.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memformulasikan kembali uraian bela-nja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjarg guna
mendukung capaian target kinerja program, kegiatan darr sub
kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat

{3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Ta}run 2Ol9 serta

Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem Rp34.878.98O.530,0O atau 2,7oo/o dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan ciaiam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi
Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan

Kemiskinan.../ 1l
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Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022
tentang Pedoman Umum pelaksataan program percepatan
Penghapusan Kerniskinan Ekstrem sebagaimana maksud butir 5.2.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lS Tahun 2O24.
Selanjutnya, penyediaan ,rnggaran yang antafa lain tercantum pada:
a. Sub Kegiatal Pengeioiaan Peiayanan Kesehatan Gizi Masyarakat

Rp2.739.698.466,00 pada SKPD Dinas Kesehatafl, yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp4.419.965.000,00

atau 73,79% ciari totai sub kcgiaran;
2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp1.398.25O.0O0,O0 atau

23,34% dari total sub kegiatan; dan

b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehataa Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Rp9O4. 1O0.0OO,0O pada SKPD Dinas
Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sutr rincian objek
Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp529.a40.OOO,OO atau 58,560l"

dari total sub kegiatan;

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga
Tuberkulosis Rp524.5O0.OOO-O0 pada SKPD Dinas Xesehatan,

]rang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
1) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas l,apangan

Rp278.000.O0O,0O atau 53,00% dari total sub kegiatan;
2| Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp148.50O.000,O0 atau

28,310/,' dari total sub kegiatan:

A);-Ait---;1-^- -*-*i ^l^r-^-; l.-r^-;^ :,,-;^-- l-l-;LPrrrP(,r.r arr65ar arr uLralrJa P{;rrLrrrJar rE ru(,rrr

besar dibandingkan dengan alokasi anggarar belanja pokok pada

masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belalja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjarrg guna
^--A,,L,'-,. ^-^^i-^ r^---t Li^^; baaj-+^^ .{d 6rr}-lraLrruunqrr6 vqP.!(!r (45!( ru.rLrJq AvSrq(a]a

kegiatan sesuai dengarl target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatalr dimaksud apabila ditinjau dari aspek iRdikator, tolok
ukur dan target kineda kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat
(3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
Pasal 4 huruf c dan butir 4. 1 .3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

4.Alokasi.../ 12
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4. Alokasi Anggaran Sekolah Ralryat
Penyediaaa anggaran Sekolah Ralryat harus dialokasikan dalam
Rancaagan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan
pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di
seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan
kemampuan keuaagan daerah.

Se1anj u tnya, untuk ftendukung program Sekolah Ralcyat di wilayah
Kabupaten Deiyai, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk
mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan,
penyiapan guru dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana
diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2O25.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggui Garuda

Pen,vediaan anggaraa SM4 Unggul Ga_s-uda ha:'us dialokasr}-a:r dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentalg Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2A25 gona mendorong peningkatan kualitas
dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program
pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan
berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang
Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah
Menengah Atas Ungg'arr Garuda dan ftitdi-.asi Pembti^ajaran.

6. Alokasi Anggaran Makan B,ergizi Gratis (MBC)

PenSrediaan anggaran MBC harus dialokasikan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai

dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari Transfer Ke Daerah
(TKD) .yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Dei-vai wajib
mengalokasikan ang1qaran kontribusi yang bersumber dari APBD
Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan
sebagaimana maksuri butir 5.3.2.ci -r,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harrs dialokasikan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A2S guna mewujudkan
swasembada pangan sesuai dengal kewenangan antara lain

mendorong... / 1 3
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mendorong upaya peningkatan produksi dan produlrtivitas
komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang
pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkarr swasembada pangen di daerah,
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk melakukan pengawasan
dan pengendalian harga pangar di daerah dengan mengambil
iangkah- iangi<ah antara iain:
a. Memastikan ketersediaan dan keteq'angkauan pangan;
b. Menjaga stabilitas ekonomi daerah; dan
c. Monitoing harga pasar dan ketersediaan pasokan, operasi pasar,

sosialisasi dan kerja sama dengan petani, serta melakukan
pengaPasan;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam
Rarcangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiy'ai tentang Perutrahan
APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi
melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk
mengurangi ketergantungan pada energi fosil dari luar daerah atau
negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan
yang lebih ramah lingkungan dal diharapkan dapat meningkatkan
kemandirian energi di tingkat daerah.

9. Al,okasi Anggaran Perc€patan Pelaksanaan Frogram Pembanguaan
Tiga Juta Rumah

Penvediaan anggaran Percepatan Pelaksanaan Program

Pembangunan Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam
Rancangan Peiatuian Daerah Kabupaten Deiyai teatang Perubahan

APBD Tahun A$ggaran 2O25 guna menunjang pencapaian Asta Cita,

Program Prior- it-as da:r Prograra 112sil fsllaik Cepat Presiden daa

Wakii Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrasfuktur serta

menjamin rumah murah dal sanitasi bagr Masyarakat

Berpenghasiian Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengambit

langkah-langkah, antara lain:

a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai:

', I E---L^^' '-^- !)-^ D--^l-! -- Lr-l- -i6- T-^^L A^^ EI6EmTEM! , r !r r5r rqPqo

{BPHTB} dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan

2) Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBC|

dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tiga Juta
Rumah bagi MBR;

b.Mempercepat... /14
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b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan pBG untuk
pembangunan rumah bagi MBR paling lama l0 (sepuluh) hari
kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundaag-undangan;

c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, penghapusan Retribusi
PBG dan pe.rce+ratan proses pelay, as-aa Penerbitan PBG kepada
masyarakat; dan

d. Melakukan eva.luasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal
dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang
kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui
Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri
Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris
Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri
Ferumahan dan Kau,'asan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum
darr Menteri Dal,.rn NegFri Nomor O3.HK/KPTS/MI|2O24, Nomor
30lS/KPTS/M 12024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25
November 2O24 tentang Dukungan Percepatan Pelalsanaan Program
Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Selanjutnya, pengalrggaran Program Pem-oangunan Tiga juta Rumah
dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 pada Sub Kegiatan

sebagai berikut:

a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam
Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai
dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;

tr. Sub Kegjata:r Peaabaagunan Rumah Baru Layak Huni Untuk
Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 1O

(sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.

10. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Peng;unaan Produk

Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah

belum dianggarkan dalatn Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
mengalokasikan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Milro, Usaha Kecil dan

Menengah.../'15
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Menengah dalam Rancangaa peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O2S sekurang_
kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan
Jasa dan Belanja Modal di luar Beianja Modal Tanah dalam
Rancangan Peratural Daerah Kabupaten Deiyai tentang perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dengan dengan berpedoman pada
Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2A22 bnggal 30 Maret 2A22
tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan produk Dalam Negeri
dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka
Menlrukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran
Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor O2T1fi22/SJ dan
Nomor 1 Tahun 2O22 tanggal 25 Februari 2A22 @ntang Cerakan
Nasionai Bangga Buatan In<ionesia pada Pengaclaan Barang/Jasa cii
Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir
5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2024.

B. Penyediaan arrgllaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangan
Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan
sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Aleikasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai berdasarkan
Prionte,s Dae.ra}l- Ta!rqr-:- 2025

No.

Rasio terhadap
Belanja
Daerah

170,

53,28

267.524.395.745,OO 20,70

Rancalgan Perubahan
APBD

Tahun Anggaran 2O25

tt(p,

688.757.086.027,OO

Prioritas Daerah

Peningkatan Tata Keloia
Pemerintahan

l5 s

2

Pengembang:rn Potensi
Ekonomi lokal Yang
rr-az{r rL, rror..v1:ggrlgr.6

Pengembangan Jasa dan
Parirx,'isata, Infrastruktur
Berkelanjutan Dengan
Memperhatikan

67.O34.907.756,OO

Kualitas
Manusia

Peningkatan
Sumber Daya
Deiyai

I

l

i

I
I

I

I

I

t

1. I

I

I

I

I

3.



-16-

No. Prioritas Daerah

Rancangan Perubahan
APBD

l iururr Ar rBtar a_tl zuzJ
tRpl

Rasio terhadap
Belanja
Daera.r-r

f/,1
Kelestarian
Hidup

Lingkur-rgan

4

Dalar.6,., D-rl;-,t,,-^--

dan Pemberdayaan Sosial,
Ketertiban Umum Dal
Linmas

7.316.s03. 100,00 0,57

I Jumlah Abkaai Anggarar I , /tl1! 4.aat r}al/:t A/ao at/\
L .v\) \J . w .| 2 . v :l z. .\J4<) ,\JwI I aalm eerubahan APBD

t.292.66a.449.277,OOTotal Belanja Daerah

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas
Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 telah sesuai
dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah
Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi
Pemerintah Daerah Republik Indonesia {SIPD RI}.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai han-rs

mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dengan tabel Prioritas
Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan

mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen
yang tercantum dalam SIPD RL

C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangan

Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Peru'oahan AFEiD Tahun
Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yarrg

besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan {mnndatory spending) sebagaimana diamanatkal
dalam Pasai 50 ayat (Il Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI9

sebagai berikut:

1- Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaal anggaran untuk Fungsi Pendidikan
Rp229.O2a.544.151,00 atau 17 .72o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturaa Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O25, yang antata lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Darra BOS Sekolah Dasar
Rp27.673.O36.OOO,OO;

b.Sub.../ 17
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b. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Rp4.l 16.0OO.0O0,OO;

c. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah pertama
Rp6.943.4OO.0o0,O0;

d. Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi pendidikan
di luar kewenangan Kabupaten/ Kota Rp9. S50. I 2 S. 000,00 ;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikal
sekurang-kurangnva 2oo/o (dua puluh persen) dari total belanja
daerah.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi
pendidikan sekurang-kurangnya 2oo/o (dua puluh persen) dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dengan
berpedoman pada Pasa.l 49 ayat (1) Undang^Undang Nomor 20 Tahun
2O03 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 8l ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OOB tentang Pendanaan
Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2OO8 tentang Perrdanaan Pendidikan
dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk
peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui
pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Deiyai
dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub
kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait p€metaan

penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggarem fungsi
pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan

--,,--,,-l^-+arlr^l^n^I^1,-6; 
J,'^-^;^^^A;AiL--,{;-^r.-","1

lJ!ruuru.!4r rlr rrsu4l,

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O

Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 202 1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
denga.n Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9C0.1-285,o Tahun

2O25 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.9

l.ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga

pen<ii<lik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh

Bupati Deiyai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2O2 I tentang Pengu.pahan

Sebagaimana.../ 1ti



-18-

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor S l
Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
35 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Seianjutnya, penyediaan anggar€rn yang antara lajn tercantum Sutr
Kegiatan Peiatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
KabupatenlKota semula Rp1.0OO.0OO.O0O,OO berkurang
Rp319.650.000,00 menjadi Rp68O.350.000,00 pada Dinas Satuan
Polisi Pamong Prqja yang antara lain diwaikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp639.3OO.OO0,0O
berkurang Rp3l9.65O.OOO,OO menjadi Rp319.650.OOO,OO arau
46,980/o dari total sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi
anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan
alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan
untuk Fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan aiokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan aloka-"i anggarar. helan3a penr-rnjang guna

mendukung capaian target kineda program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengzrn target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila di.tinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kine4a kegiatan, sebagaimana ma-ksud Pa.sal 54 ayat
(3) dar Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 serta
Pasal 4 huiuf c dari butir 4. 1.3.c Lampiran Peraturafl Menteri Da-lam

Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

1 Al,rlroai Anaoorqn RFlztn;o lr:lro c}a rtelr rr Falsrzonsa Pr rlrUlr

Penyediaan anggaran Belanja Infrastrulrtur Pelayanan Pubiik
Rp488.969.474.626,AO ataw 42,07a/o dari total belanja daerah di Luar
Belanja Bagi Hasil dan/ atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa
r..r..- D-....--- r:r---,,-- f.t-'*l- t!a^!,, *r.- r-\^;,!^; +4t-44ud.rcull I\i1Il(-arrts4rr rcrdrtlrd r\aul.rPaLGrr l.,ErJar LLrrLar16

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, yang antara lain tercantum
pada:

a. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula Rp74.593.225.OO0,0O

berkurang Rp33. 523.9 5 i .4OO,OO menjadi RP+ i .069. 273. 6O0,0O ;

b. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan semula RpS1.O00.0OO.OO0,OO

bertambah Rp88.458.494.8OO,00 menjadi
Rp I 39.458.494.80O,00;

c. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas semula
Rp22.7 97 . 1O5.500,OO berkurang Rp 1 3.6 19.4 14. 50O,O0 menjadi
Rp9.177.691.OO0,0O;

d. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Rp4.t 16.OOO.OOO,O0;

telah.../ 19
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telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik pating rendah 404/o (empat puluh persen) dari total
belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada
Daerah dan /atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Dei3,ai harus
mempertahankan secara konsisten dan berkesinanbungan dalam
mengalokasikan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
paling rendah 4OYr, (empat puluh persen) dari total betanja daerah di
luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau
Desa dalam Rancalsa! Peraturan Daerah Kabuoaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun
terhitung sejak Undarlg-Undang Nomor I Tahun 2022 tenlang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusal dan Pemerintahan
f)aerah Ahttr'Aqnolr.an qelr.a c-airn a n.a rnalrcrrri Dacol l4'7 llnAqna.

Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5"1.3.e

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastrulrtur Pelayanan Publik tersebut
diiakui<an secara bertahap dengan berpedoman pada kiasterisasi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur
nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka
menengah, kondisi inttastruktur daerah dan kapasttas tiskal daerah,

sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan

penganggaran untuk pemenuhan Belanja infrastruktur Pelayanan

Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan
penSresuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur
Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2019 dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O21 sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9OO.1-285O Tahun 2025 dan pemutakhirannya

sebagaimana maksud butir 5. 1.3.k Lampiran Peratrrran Menteri

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang anta.a lain tercantum pada

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dianggarkan
Rp 1-OOO.OOO.OOO,OO pada SKPD Dinas Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian

objek"../20
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objek Belanja Belanja Makalan dan Minuman Rapat semula tid.ak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggar:rn 2025 dianggarkan
Rp9OO.OOO.00O,O0 atau 9O,O0% dari total sub kegiatan,
diindikasikan proporsi alokasi anggar:an belanja penunjang iebih
besar diband:ingkan dengan alokasi anggar.rn belanja pokok pada
masing-masing sub kegiatan untuk Beianja -tnriastruktur pelaya-nan

Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memlormulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan mempriorilaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna
mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kineda kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat
(3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Belaqja Pegawai di luar tunjangan guru yang
dialokasikan melalui TKf)

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula
Rp293.882.3 1 1.43O,O0 bertambah Rp1 1.404.O18.3 18,00 menjadi
Rp305.286.325.748,AO atau 23,62a/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar
Tambahan Penghasilan Guru, Tuqiangan Khusus Guru, Tunjangan
Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD
yang telah ditentukan penggunaannva semula

Rp289.369.463.430,00 bertambah Rp9.399.235.454,00 menjadi
Rp298.768.698.884,OO atau 23,1 196 dari total be,lanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupa.ten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran

belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tlrnjangan
Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan runjangan sejenis

lainny.a yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan
penggunaannya paling tinggi 3oo/o (tiga puluh persen) dari total
belanja daerah.

Untuk.../21
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Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam
mengalokasi-kan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan
Penghasilan Guru, T\rnjangan Khusus Guru, Tunjangan profesi

Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang
telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 3O% (tiga puluh
persen) dari totai beianja <iaera.i. dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 serta butir 3.2.2 j dan butir 3.4. 1.1.c Lampiran Peraturan
Menteri Daiam iiegeri Nomor i5 Tahun 2O24.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang
telah ditentukan penggunaannya

Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan
paling sedikit l0% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau
pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi
umum, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan
penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil
penerimaan PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran
atas hasil penerimaaa PKB dan Opsen PKB dimaksud dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun
202 I sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90O.1-2850 Tahun 2025

dan pemutalhirannya sesuai dengan ketentuan peraturzrn

perundang-undangan.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peratu.an Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan

Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

l. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Pendidikan
Rpl7.4O2.l2l.450.OO atau 12,79o/a dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp142.713.226.251,OO. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis
pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pendidikar Anak Usia Dini Rp458.733.OO0,00;
b. Pendidikan Dasar Rp12.505. 156.450,OO;

c.Pendidikan.../22
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c. Pendidikan Dasar Rp4.438.232.00O,0O;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan
untuk Kabupaten Deiyai sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2O21 tentang Penerapan Standar Pelayalan Minimat,
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknoiogi
Nomor 32 ?ahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal
Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan
Kabupaten Deiyai sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022
tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran
Peraturan -Menten Daiam Negeri Nomor i5-'tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan
pengan€garan untuk pemenuhan belania SPM Pendidikan,
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan penyesuaian

terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dimaksud
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O

Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2O21 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b

Lampiraa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Selanjutnva, penyediaan anf*aaran -Yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD

Rp258.OOO.OOO,0O pada SKPD Dinas Pendidikan, yang diuraikan
pada sub rincian objek belanja:
1) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

Rp26.290.0O0,0O atau 10,19olo dari total sub kegiatan; dan
2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp11O.4OO.0OO,OO atau

42,79o/a dari total sub kegiata.n;

b. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah

Dasar Rp395.40O.OOO,OO pada SKPD Dinas Pendidikan, yang

diuraikan pada sub rincian objek bela*ja:
1) Belanja AlatlBahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak

i20.282.5OO,OO atau 3o,42olodari total sub kegiatan; dan
2) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp135.0O0.000,OO atau

34,14o/o dari total sub kegiatan;

diindikasikan... /23



, .r2

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih
besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada
masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi
anggaran belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penuajang gula
mendukung capaian target kinefa prograrn, kegiatan dan sub
kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharaokan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan taiget kinerja kegialan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat
{3} dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta
Pasa] 4 hrn:f e dan tr_ utir 4. 1.3.e Larnpiran- Pe-!4turan Menteri Dalarn
Negeri Nomor l5 Tahun 2O24.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Kesehatan
Rp6.986.429.000,00 atau 5,93a/o dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp f 1 7.745.928.604,00. Alokasi
anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis
pelayanan dasar sebagai berikut:
a. Pelayanan Kesehatan Balita Rp400.OOO. 0O0,OO;

b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru lahir Rp40O.0O0.OO0,O0;

c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp728.729.OOO,0O;

d. Pelayanan Kesehatan lbu Hamil Rp 1.488.60O.OO0,OO;

e. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
Rp904.100.000,00;

f. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkuiosis
Rp524.50O.0O0,0O;

g. Peiayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp456.5OO.OetO,O0;

h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
Rp771.0OO.000,00;

i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp400.OOO.O0O,O0;

j. Peiayanan Kesehatan Pencierita Diabetes Meiitus
Rp456.50O.000,00; dan

k. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp456. 500.OO0,OO;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan
uIltuK t\auulJalclt lJur_yal scua8alrrlarla (llarrlatlHlKarl tt,.,titttt

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O 18, Peraturan Menteri
Daiam Negeri Nomor 59 Tahun 2O2l d,an Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan
c+^^)^- D^l^-.^^-^ la;-i-^t D;A--- l,l*^L-L^^ ---r^ ,','i;, ( 4 , - al
\-r rd.r ru cft' r LraJarro.rr urL.qjr6 o.z. L.a.z.,

l-ampiran...l24
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Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lS Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan
penganggzrran untuk pemenuhan belanja SPM Kesehatan,
Pemerintah Daera,h Kabupaten Deiyai harus melakukan
penvesuaial terhadap alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan
dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor gOO. 1-2850
Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir
5.2. f .b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2Q24.

Selaqlutnya, penyediaan €rnf{{Iaran yang antara lain tercantum pada:
a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil semuia

Rp9OO.O00.O00,O0 bertambah Rp588.60O.000,00 menjadi
Rpl.488.600.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara
lain diuraikan pada sub rincian objek Belanja Makanan dan
Minuman Rapat semula Rp5OO.000.OOO,00 bertambah
Rp45 1. 00O. 0OO,00 menjadi Rp95 1.0O0.OOO,0O atau 63,890lo dari
total sub kegiatan; dan

b. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga T\rberkulosis
semula Rp7O4.OOO.0O0,0O berkurang Rp 1 79.5O0.OO0,00 menjadi
Rp524.500.000,00 pada SKPD Dinas Xesehatan, yarg antara lain
diuraikan pada sub rincian obiek belanja Belanja Makanan dan

Minuman Aktivitas Lapangan Rp278.0O0.000,00 atau 53,00o/o

dari total sub kegiatan;
diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang iebih
besar dibandingkan dengan aiokasi anggaran belanja pokok pada
masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi
anggaran belanja SPM Kesehatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyar harus
memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengaa a-lokasi anggaran belanja penunjang guna

-^-A- 
J^.-* *^^;^* .-*, L:--; l--;^+^^ la- a,,!irrrcrr\rLrr\LrrrE LalJdjarr rarELr 

^r.rr.\-r Jo ^LSrqLqrr
kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari
sub kegiatal dimaksud apabiia ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur da target kii:erja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat
(3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintatr Nomor 12 Tahun 2O19 serta
Pasal zl huruf c dan butir 4.1.3.c Lampirarr Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nor:ror L5 T**run 2O24.

Penyediaan... /25
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Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan
Pemerintahao Bidang Kesehatan Rp 1 17 .7 4 5.928.604,00atau 9, 1 I %
ciari total beianja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Angg;aran 2025,
yang antara lain tercantum pada:

a. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan semul,a
t\pz.zz.+.vvv.uuu,uu serlarnoan Kp+/9,-tlu.uuu,uu menjaclr
Rp2.7O3.170.0O0,O0;

b. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya
Kesehatan Masyarakat semuia Rp6 5.0 1 9. 220.OOO,OO bertambah
Dh1 ?/)O Q11 nA't nn 

-*:^,.1: 
o6aa 1A.) (1A 1 OA-? t-\t\,r\y\J, ,lJ-rrr\r-7 r . z.--f t ,vv,

c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Kesehatan semula Rp2.175.55O.000,00 bertambah
Rpa65. 262. OO0,00 menjadi Rp2.640. 8 1 2.OOO,0O;

u. rr uBr arrr rsrrulrJarrB !/r uDat I rErttcr trrLzulall Lrasaalt
KabupatenlKota semula Rp32.551.600.795,OO bertambah
Rp I 2.50 1.304.562,o0 menjadi Rp45.O52.905.357,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tA.to^d D- 'L-Lc ADEln TaL,,n AhDMTB 1n.tq Ao\^n -^^-L-

peningkatan pelayanan di bidang kesehataa secara konsisten dan
berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan uatuk mendukung
tansformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang
kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian
keberhasilan pemtrangunan kesehatan dan mewujudkan derajat
kesehatan masyalakat yang setinggi-tingginya antara lain:

a. penguatan prornosi kesehatan dan deteksi dini penyakit:

b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan -sft1/,-tirrrl

1) peningkatan skrining anemia remaja putri;

2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;

3) pemeriksaan kehamilan lAntenatal Carel;

4) konsumsi fiD ibu hamil;
L---: 

' 
r?- ---^ t-----,:J, pelftUef lalI IltaKi: ti{Il talllUi{Llilll uaBr rULr llilllll-l I\ularrli fJlrclEI

Kronik (KEK);

6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan

antropornetri set;

7i pemi:erian ASI eksi<iusif sejak iahir siifipai bayi bertrsia 6
(enam) buian;

B) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang
berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);

9)tatalaksana.. . / 26
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9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah g;zt bueighf
folteing, wasting dan sfi.ntingl;

1O) peningkatan cakupan dan perluasan jenis irnunisasi; dal
11) edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita.

c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terlrtama:

1l Tuberkulosis {TBC}:

2l Human lmmunodeficiencg Virus lH'tVl,;

3) Malaria; dan

4) Penyakit menular lainnya.

d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:

1) Diabetes Melitus;

2) Hipertensi; dan

3) Penyakit tidak menula,r lainn;ra.

e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:

l) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat
(Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
MtsIrLeI1 ll'€ticlraLall l\orlrur "+,J rallull z\Jl:, LtIlta{IIg ruuitL
Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan
Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);

2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu {Posyandu} prima
dan Posyanriu;

3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat
program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai {BMHP};

4) penguatan jejaring layanan rqiukan dengan pemenuhan

sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis
penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung dan
uronefrologgl dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan

Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan

5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana
prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat {Labkesmas}
dan Laboratorium Kesehatan Daetah {l,abkesda).

f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:

1) 9 (sembitan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43

Tahun 2019 dan 2 {dua) orang tenaga penunjang dengan

kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;

2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;

3) 7 {tujuh} jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daera}r
(RSUD) sebagaimana diamanatkan daiam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 3O Tahun 2019 tentang Klasilikasi dan

Periznaa...l27
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Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesial.is untuk 4
(empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung
dan uronefrologr);

4) tenaga kesehatan di labkesda;

5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan
di Puskesmas; dan

6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Selain itu, Penetapan besaran standar satuaii harga untuk teflaga
kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh
tsupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 202 i sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerin tah Nomor 5l Tahun 2023.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekedaan Umum
dan Penataan Ruang Rp88.881.0OO,00 atau O,03olo dari total belanja
'urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan -timum cian Penataan Ruang
Rp256.450.574.325,O0. Alokasi anggarurn untuk belanja SPM
tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik
daiam Daerah Kabupaten 7' Kota Rp24. OOO.OOO,OO;

b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota Rp64.88 1.OOO,0O;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekeq'aan
Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Deiyai sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralcyat Nomor
13 Tahun 2023 teniang Standar Teknis Stanciar Peiayanan Minimai
Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir
5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2O24.

Daiam hal terdapat perubahan kebijakzn fe-rrait pemetaan
penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Peke{aan Umum dan
Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
melakukan penyesuaian terhadap alokasi arggaran belanja SPM

Pek-e4a--n- Llsrum dan Penataan Rr-lang dirnaksud dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2O25

dan...l2a
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dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. SPM Perumahal Ralryat dan Kawasan Permukiman
Penyediaan angga.ran trntuk belanja SPM Perumahan Rallvat dan
Kawasan Permukiman Rp81.752.20o.00atau 0,25olo dari total belanja
Urusan Pemerintahal Bidang Perumahan dan Kawasa-n Permukiman
Rp32.093.692.034,00. Alokasi anggaran untuk belanja S-PM tersebut
di uraikan ke da-lam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
a. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat

yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/
KOra Kp+u.yzJ. t uu,uu;

b. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban
bencana kabupaten/kota Rp40.829. 1OO,OO;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pemmahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Deiyai
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2
Tahun 2O18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021
dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nnaar 'l ? Tal'rrh OAD'I or+a Frrrrir ( a 7 a A-l I dn^;r6- Dar6r!,166

Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan
penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai
harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja
SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukimaa dimaksud
dengan trerpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
Tahun 2O19 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2O25 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

5. SPM Sosial

Penvediaan anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp333.100.OOO,O0

aLa.u 1,44o/o dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rp23.075.119.073,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut
diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:
a. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap

darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota
Rp67.OO0.0O0,OO;

b. Reha-oiiitasi Sosiai Dasar Penyandalrg- Disabilitas Teiiantar, Anak
Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di
Luar Panti Sosial Rp266. IOO.OOO,O0;

h-anrs.../29
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harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk
Kabupaten Deiyai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturaa
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 59 Tahun 2027 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun
2018 tentang Standar Telmis Pelayanan Dasar Pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perutrahan kebi,iakan terkait pemetaan
penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Sosial, Pemerintah
Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan penyesuaian terhadap
alokasi anggaran belania SPM Sosiai dimaksud dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2O19 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Daiam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2A25 dan
pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental. Spiritual, dao
Sosial semuia Rp 100.00O.0OO,O0 bertambah Rp 1 66. I O0.0OO,OO

menjadi Rp266.100.O00,OO pada SKPD Dinas Sosial, yang antara
lain diurarkan ke dalam sub nncran objek Belanja Belanla
Makanan dan Minuman Rapat semuia Rp69.200.000,00
bertambah Rp9.8OO.00O,0O menjadi Rp79.0O0.0O0,00 atau
29,69'/o dari total sub kegiata-n; dan

tr--J-L^- fr-- 1--.--:-.- tai-l-i--- o--i-l t^^-^ J^ tz^r-"---LJ. l)t-llJ I\sB/a ldlr rclllLrgllall DlIIlUrIrEaur 'JUsIiaI rigPaual r\tludlEia

Penyandalg Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia
Terlantar, scrta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat semula
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kahrrnalen l-)eivai tentans Pen-rlrelra rr APBI) Telrln Anpgatan

2025 dianggarkan Rp20O.O0O.0O0,OO pada SKPD Dinas Sosial,
yailg antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula tidak dianggarkan,

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp52.950.OOO,OO atau 26A80/o dari totalsutr kegiatan;

2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 dianggarkan Rp44.516.O00,0O atau 22,260/"

dari total sub kegiatan;

tiiindikasikan...i 3C



-30-

diindikasikan proporsi alokasi anggaran trelanja penunjang lebih

besar dibandingkan dengan alokasi.mggarrm belanja pokok pada

masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhaa alokasi

anggaran belanja SPM Sosial.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memformulasikan kembali uraian beianja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran beianja pokok

dibandingkan dengan alokasi anggaran belanj a pnunjang guna

mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sul:
kegiatan sesuai dengan target capaian kine{a yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok
ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksucl Pasal 54 ayat
(3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 serta
Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. SPM Ketentefarflafl dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
Masyarakat
PenrrerJia-ar -l.rooqr:err rrltlrL llrLrlia SFIttr l{rtetr;eta*san tlanl

Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Rp2.737.826.600,00 atau 13,41a/o dari total belanja Urusan
Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta
PerlilduDgaE Ma.syarakat Rp20.a l.6-889.44580. Aloka, -si a- rsggaran
untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan
dasar:
a. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Rp1.68O.350.OO0.O0;
b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Rp32O.671.6OO,OO;
c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Rp736.805.OoO,oO;
harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk I(abupaten
Deiyai sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2O18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahul 2O21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l0l Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah
Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2018 tentang Standar Tei<nis Pelayanan Dasar Pacia Standar
Pelayanan Minimai Bidang Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri

iiomor.../3 i
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Nomor 121 Tahun 2O18 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan
Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan
penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah
Dacrah Kabupaten Deiyai harus melakukan penyesuaian terhadap
alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan
pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
Kabupaten/Kota semuia Rp1.OO0.0O0.O0O,O0 berkurang
Rp3 1 9.650.0O0,00 menjadi Rp68O. 350.00O,00 pada SKPD Satuan
Polisi Pamong Praja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula
Rp639.;00.OO0,00 beri<urang Rp3i9.550.0Ct0,Ct0 menjadi
Rp319.650.000,O0 atau 46,98/o dari total sub kegiatan;

b. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan
Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosia-lisasi dan Edukasi
tr{asyarakat semuia RP5O0.OO0.OOO,OO -ocri<-rrrar-rg
Rp2O2.475.O0O,00 menjadi Rp297.525.O00,00 pada SKPD Satuan
Polisi Pamong Praja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub

rincian objek Belanja Perjalalan Dinas Biasa semula

Rp302.775.0O0,00 beri<urang Rp2O2.a7S.OOO,OO menja<ii

Rp1O0.300.O00,00 atau 33,7lo/o dari total sub kegiatan.

diindikasikal proporsi alokasi anggaran belanja penunjang iebih

besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada

masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi

ang!{arari trelanja SPM Ketent€rahan dan Ketertiban Umum serta

Perlindun garr lr,{asyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memformulasikal kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggarrul beianja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belaaja penunjang guna

mendukung capaian target kinerja progr€un, kegiatan dan

sub.../32
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sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan
dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator,
tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal
54 ayat {3} dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana
di atas, alokasi €rnggaran pendanaan pelaksanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan
SPM,

Untuk itu, Pemerintah l)aerah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan
pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan

Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan

SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O23 dan Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dan Rancangan

Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-

undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Penyediaan anggaran yang bersumb'er dari Dana Otonomi Khusus
Rpl11.199.060.000,00 atau 8,607o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O25, yang terdiri atas:

a. Penerimaan yang bersilat umum setara 17o (satu persen) dari
Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang diuraikan pada:

U B4dan Penanggulangarr Bencana Dae.rah

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana
Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Elencana Kabupaten / Kota
Rp1.000.0O0.000,00;

2) Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan laporan
Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Trivrrlanan
<lan Semesteran Rp5O0.0O0.OOO,OO;

3)Badan.../33
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3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Rpi.000.00o.000,00;
b) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunal

Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Rp 1 .OOO.oo0.0OO,O0;

r'I Sr rh Reo)alqtt Krwrrdin.asi Penr-a rcr rnan d-an Penef-an-an

Dokumen Perencanaan Pembangunal Daerah
Kabupatenl Kota Rp793. 7 78.OOO,0O;

4) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipii
Sub Kegiatan Pengolahaa dan Penyajian Da.ta Keperdudukan
Rp900.0O0.OO0,OO;

5) Dinas Ketahanal Pangan

a) Sub Kegiatan Pelalsanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan
Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan
yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
semula tida-k dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.43 I .836. 0O0,OO;

b) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya
l,okd semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan
FnD AfiA Ilnn nnn nn'

6) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan lntra Pemerintah
Daerah Kab/ Kota Rp l.2OO.OOO.000,O0;

/ I lJlllas rJurB,l(uIrB,iur nruuP
Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan
Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Rp1.0O0.0OO.00O,00;

8j Dinas Peke{aan Umum Dan Peaataan Ruang

Sub Kegiatan Pembangunan Ja-Ian Rp 13.O00.000.OO0,O0;

9) Dinas Perhubungan
Sub Kegiatan Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang
diler,gkapi Fasilitas Utama da,-, Fasilitas Penui:^jai:,g serrrula
Rp 1.00O.O0O.0OO,00 bertambah Rp5OO.0OO.0O0,O0 menjadi
Rp1.5O0.OOO.OOO,OO;

10) Dinas Perumahan Dan Kawasar Pemukiman
Sub tsegiatan Pernbang;nan R';::-,.--h Baru Layak !{uai dalam
Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru
Rp2.256.O0o.0OO,OO;

I 1 )Sekretariat. . . / 34
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l1) Sekretariat Daerah
a) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

semuia Rp7.50O.00O.0OO,OO bertambah
Rp 12.248.O27. 000,00 menj adi Rp 19 .7 4 8.O27. 0O0, OO ;

b) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
semula Rp i.0OO.O0O.OOO,O0 bertambah Rp 1 50. 000.O00,O0
men-iadi Rp1. 1 5O.OOO.OOO,OO;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dan
penggunaannya dituj ukan untuk :

l) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan
publik;

2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan
lembaga adat; dan

3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai
dengan ketentuan p€raturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nornor 2 Talrun 2O2l tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 8 Peraturan
Pemerintah Nomor I 07 Tahun 202 1 tentang Penerimaan,
Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan
Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus
Provinsi Papua.

b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaErnnya dengan

berbasis kinerja pelaksanaan sebesar I ,25% (satu koma dua
puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional, yang tercantum
pada:

1) Dinas Pendidikan
a) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik

semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
A ---^-- 4t\,-\ C )t^-^-^-l-^- D^tl aroo t n n rl ,lal.a\r rBBa:r dr r z\Jz, rJ u rar rB6crl I\a I r l\P-, 7(J(,. r \r\-r. \.rv\r, vv t

b) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru
Rp4.1 l6.OOO.OOO,OO;

c) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagl
Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota
Rp4.O50.O00.O00,00;

d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan
Utilitas Sekolah semula Rpl.8OO.O00.OO0,O0 bertambah
Rp1.O1 1.9OO.00O,O0 menjadi Rp2.81 1.9O0.00O,00; dan

c)Sub.../3s
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e) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik da-n Tenaga
Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
Rp9OO.000.O00,OO.

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Parir"isata
Kabupaten/Kota semula Rp1.5OO.0OO.00O,O0 bertambah
D^nAA I a'Z t\t\1\ rl^ 

---:-.l; 
D-l QAA ! a7 

^n 
n .r\l,aJurr. ru, rrr\-rrJq\rr

3) Dinas Kesehatan
a) Suti Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

Rp7 .224.oO4.00O,00;
b) Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Rp3.OOO.0OO.OOO,O0;

c) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas
Rp2.6l0.o00.oOO,O0;

d) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang
Meriik Fasiiitas Peiayanan Kesehatan Rp i . i 7O.OOO.OOO,OO;

dan
e) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya

Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp i,0O0.OOO. 0O0,O0.
4) Dinas Ketahanan Pangan

a) Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
semula Rp1.OOO.O0O.OOO,OO bertarnbah
Rp I .0OO. OO0.O0O,OO menj adi Rp2.OOO.0OO. 0O0,OO; dan

b) Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan
Masyarakat dan Toko Tani Indonesia Rp l.OOO.OOO.OOO,OO.

5) Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Dan Keluarga Berencana
Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola
L'arolronaa ulon l{acaio}rrprootr ll.olrroroa lElI/El FlLp FlL l

PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatar Keluarga
Akseptor (UPPKA) Rp3O0.OO0.OOO,O0;

6) Dinas Penanaman Modal Perijinan Dan Koperasi
Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses
Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan
Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha
Rp3. 100.099.000,00;

7) Dinas Perikanan
a) Sub Kegiata:'. Penyediaan Pras';ana Pemburdidayaan lka:l

dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Rp1.5OO.OOO.OO0,O0; dan

b) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 202 5 dianggarkan Rp 1 .OO0.000.000,00.

or hi- ^- , ,rraorutrrdD.., / ru
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8) Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
a) Sub Kegiatan Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam

Distribusi Barang Hasii Produksi cii Kabupaten/Kota
Rp 1.3Oo.0O0.00O,O0; dan

b) Sub Kegiatan Fasilitasi pendampingan akses
permodalan/ perkreditan bagi industri kecil dan menengah
railik OAP di Katru pa ten/ Kota Rp8OO. OOO. 0O0,OO.

9) Dinas Pertanian
a) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari

Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp1.00O.OOO.O00,OO;
b) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan

Peny'uluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Rp7O0.o00.000,00;

1O) Dinas Tenaga Kerja
Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampila-,-, bagi Ffencari Kerja berdasarkan Klaster
Kompetensi semula Rp950.00O.0O0,OO berkurang
Rp 1O0.OO0.000,00 menjadi Rp850.O00.O0O,0O;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A25 dan
penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan,
kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan
besaran paling sedikit:

l) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;

21 2Oo/o {dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan

3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana mal<sud Pasal 34 ayat (31 huruf e angka 2 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 20Ol sebagaimana telah diubah
beberapa kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor lO7 Tahun 2021.

Berkaita.n densan hal tersebut. Demhasial alokasi Dana Ot.onomi
Khusus antara Provinsi dengan KabupatenlKota dilakukan oleh
Pemerintah Rrsat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai
dengan memperhatikan trelanja urusan dan kewenangan antara
Provinsi dan Kabupaten./Kota vang didasarkan pada pertimbangan
hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana rnaksud Pasal 30 ayat
(2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun
202t.
Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak
menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan,

-^L- 
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maka Pemerintah Pusat melaksanakal ketentuan pembagian
penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai sebagaimara maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan,
sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 1.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan
nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub
kegiatan Dana Otonomi Khusus disusun berdasarkan urusan yang
menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2OO1 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90O. l-2850 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam menJrusun

program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana
Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harr.s sesuai

dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi
anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub
kegiatan dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua

berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaal Pembangunal
Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana lnduk
Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tenlang
Pengelolaan Penerimaan Dalzrm Rangka Otonomi Khusus yang telah
disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah
Nomor 107 Tahun 202 l.

2. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan .rngg€rr€rn yang bersumber dari Dana Tambahan
Infrastruktur Rp13.824.605.OOO,0O atau 1,077o dari total belanja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dei!'ai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanl'a
tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Rpl2.O0O.OO0.OOO,00;

b. Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan pada Dinas Pekerjaan

Umum dan Penataan Ruang Rpl.824.6O5.000,00

dianggarkan.../38
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dianggarkar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan
penggunaannya ditujukan untuk pencianaan pembangunan
infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi
dan sanitasi lingkungan sebagaimana maksud Pasa1 34 ayat (3)

huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2O01 sebagaimana telah
diubah beberapa icaii terakhir riengan tjnciang-Undang i{omor 2

Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107

Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi Dana Tambahan
Infrastruktur antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan
oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai dengan memperhatikan belanja urusan dan keu,enangan
antara Provinsi dan KabupatenlKota yang didasarkan pada
pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP

penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah
disetujui sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat
(5) Peraturan Pemerintah Nomor 1O7 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak
menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
mal<a Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian
penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah
Nomor i07 Tahun 202 1.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodehkasi dan
nomenklatur untuk bidang urus:rn, program, kegiatan dan sub
kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur disusun berdasarkan
urLlsan yang menjadi kewenalgan daerah berdasarkan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 sebagaimana telah cliubah treberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2l dengan

berpedoman pada Peraturan Menteri Da-lam Negeri Nomor 9O Tahun
2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2O2 I sebagaimana telah diubah beberpa kali terakhir dengan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90O. l-2850 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatar pembinaan dan
pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Deiyai semula
Rp15.496.851.388,OO berkurang Rp2.542.565.964,OO menjadi
Rp12.954.285.424,OO atau 1,O07o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deivai tentang Perubahan
APBD Tahun An614aran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a.Alokasi... /39
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dalam.../4O

a. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada SKPD Lrspektorat semula Rp1.864.845.7A7,OO
bertambah Rp15.866.080,00 menjacii RpI.880.711.867,00 atau
0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25; dan

b. Alokasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Pegau'ai [IPP)
ASN pada SKPD Inspektorat semula Rp2.615.169.701,00
bertambah Rp76.885.956,O0 menjadi Rp2.692.055.657,00 atau
O,21o/o dan total belanja daerah dalam Rancang€rn Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk
pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja Gaji, Tfrnjangan
dan TPP ASN semula Rpl 1.016.835.900,00 berkurang
Rp2.635.318.000,00 menjadi Rp8.381.517.900,00 atau 0,650/o dari
total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun 2O25, yang antara lain
tercantum pada:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula
Rp1.520.957.000,00 bertambah Rp982.555.000,00 menjadi
Rp2.5o3.512.O0o,O0;

b. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp79O.471.OOO,OO

berkurang Rp-484.8 I 8.O00,0O menjadi Rp305.653.0OO,O0 ;

belum mercenuhi alokasi anggaran dalarn ralgka Penguatan
Pembinaan dal Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Deiyai paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima
persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp1O.O00.0OO.0O0,0O

(sepuluh miliar rupiah).
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus harus
mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran dalam rangka
Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD lnspektorat
Daerah Kabupaten Deiyai paling sedikit sebesar O,75% (nol koma
tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas
Rp10.O00.0OO.000,O0 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk belanja
Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD lnspektorat dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.2) dan butir
5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai mengalokasikan
anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangann5ra
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dalam Rancangan Peraturan Daeratr Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, untuk mendanai program
dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

l) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urLlsan
pernerintahaa 5ran6 rr.enjadi ke'rveaangan Caerah dilalc"r.ka:r
dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan
pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang
rlitetqnlten alnh nenterinloh ntrc-.f Aon I atott ncrnarilrca

kine{a;

2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana
keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan
akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan k-UA <ian

PPAS, RIG-SKPD;

3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daeralr;

4) Reviu laporan Keuangaa;

5) Kegiatan Pengawasan l,ainnya meliputi Probity Audit, Reviu
Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasa,n

perenc.rnaaR dan penganggaran yimg berbasis gendcr,
pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan

6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan
lntegritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan

survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan
kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat
(legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat
umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi,
asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi
pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi

nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan

supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang

dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan

investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat
pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak

hukum tiaiam penanganan iaporan / pengaciuan masyarakat
yang berindikasi korupsi, mnnitoing dan evaluasi tindak lanjut
hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan

APIP;

b.Peningkatan...141
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b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3,
maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan

manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi,
pendidikan profesional berkelanjutan mela-lui pendidikan dan
pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua
puluh) jamltahun per APIP; dan

c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur
beton;

sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir
5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024.

Selanjutnya, pcnyediaan anggaran perjalanan dinas pada

inspektorat semula Rp2.987.299.000,00 berkurang
Rp927 .7 34.OO0,OO menjadi Rp2. 059. 565.000,00 atau I 5,9oolo dari
total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dar dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi,
jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target
kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan
substansi kebijakaa Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dengar
memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran
dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir
3-4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan arggara"n untuk Pendidikan dal Pelatihan bagi ASN

dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah
Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia semula
Rp12.506.486.875,00 trerkurang Rp1.16a.909.112,0O menjadi
Rp 1 1.341.577.763,00 atau 0,887o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perutrahan
APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Alokasi €rnggarall Belanja Pegawai pada SXPD Badan
Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
semula Rp4.848.486.875,OO berkurang Rp336.055.912,O0
menjadi Rp4.512.43O.963,00 atau 0,35Yo dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan f)aerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25; dan

b.Alokasi.../42
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b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SI(PD Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
belum diangqarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengal hal tersebut. penvediaan €rnggaran untuk
Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan
Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada SKPD Badan

Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di
luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan semula
Rp7.658.OOO.0O0,00 berkurang Rp828.853.2OO,OO menjadi
Rp6.829.146.800,00 atau 0,53o/o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun 2025.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan
bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara
Pemerintah Daerah, paling sedikit O,160/o (nol koma enam belas
persen) dari total belania daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus harus
mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN

dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah
Daerah paling sedikit O,16% (nol koma enam belas persen) dari total
belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan
pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang
pendidikan dan pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan
kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan €rnggaran untuk FKUB Rp I 50.00O.0OO,00 dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan
kualitas pelayanan dan pemahaman ^Barna, kehidupan beragama,
serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama,
scbagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri
Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor
8 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan
Pendirian Rumah lbadah-

Selanjutnya... /43
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Selanjutnya, penganggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan
dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam
bentuk prograrn, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas

dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir
5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor

903/6397/SJ tanggal 25 November 2O2O tentang Penyediaan
Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran
Pendapatan <ian Beianja Daerah.

6. Alokasi Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(FORKOPTMDA)

Penyediaan Ernggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA

Rp878.O00. 000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten
Deiyai sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang
menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan
dilaksanakan oleh Bupali Deiyai sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum
Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP- PKK Rp75O, 0O0. O00. O0 dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Deiyai melalui:

a. Upa5,a percepatan peau!-unan slur',,titg melalui peodanpingal
keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang
dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan
penanganan pelayanan sosial dasar;

b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karaktci keluarga rr,clalui
Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang mcliputi
peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga
bersih narkoba, keluarga anLi tralficking dan keluarga yang
molinAttnai aaal. Aa.i l.aLcraa-n -pLsr ral.

c.Mendorong. .. / 44
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c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi
melalui peningkataa kualitas SDM, peningkatan perekonomiart

berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga,
kewirausahaan rumah tangga dan perkoperasian;

d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui
Gerakan Amalkan darr Kukuhkan Ha-laman Asri, Teratur, Indah
dan Nvaman dengan mendavagunakan lahan/pekarangan
dengan tanam.rn produktif dan bernilai ekonomi tinggi,
melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan
pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka
stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan
pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak
huni/tata laksana rumah tangga;

e. Dukungan terhadap upaya Cerakan Keluarga Sehat Tanggap dan
Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada
Posvandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat
kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak,
Antropometri, Thermometer, insentif bagi Kader PKK, Kader
Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang
berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bali
(Al(B), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas,
pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS),
peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan
keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga,
peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan
kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana
untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan
keuangan sehat;

f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam
pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:

l) penghayatan dan pengamalan Pancasila;

2) gotong royong;

3! pangan;

4) sandang;

5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;

6) pendidikan dan keterampilan;

7) kesehatan;

8) pengembangan kehidupan berkoperasi;

9) kelestarian lingkungan hidup; dan

1O) perencanaan sehat.
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g. Dukungan pela-ksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten
Deiyai dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub
kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2Ol9 dan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O21 sebagaimana telal
diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 9O0. 1-2850 Tahun 2025;

h. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai juga dapat menganggarkan
dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD

berkenaan dan dirinci menurLrt objek, rincian objek dan sub
rincian objek pada progiam, kegiatan dan sub kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan

untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam
percepatan penurLrnan Stunting, pengelolaan Posyandu,
pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti
sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasau.isma,
dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan
ketahanan keluarga di bidang pangan dah sandang, dukungan
pengembangal kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah
tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-

PiiK Kabupaten Deiyai, serta kegiatan iainnya;

i. Pengang;aran dalam bentuk hibah harus memperhatikan
kapasitas SDM penerima hibah;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran Penguatan Posl'andu

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu belum
diarr-ogarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah l(ab,rpaies Der,vai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai agar
mengalokasikan Ernggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung
penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturarr
M.-€nt€ri Dalarn Negeri Norno:' 13 Tah,:n 2Or4 teln.tarLg Pos Pelaya-:ran
Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O50-5889
Tahun 2O2 1 sebagaimana telah diubah beberapa kaii terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO.1 2850 Tahun
202.5 serta pemu takhiran nva-
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Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai melalukan
penguatan Posyandu dengan mengambil langkahJangkah antara
lain:

a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi p€mberdayaan

masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai

bagian dari l,embaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksana-kan
rugas:

1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa'

2) ikut serta dalam perencana.rn dan pelaksanaan

pembaDgunaD; de--D

3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.

b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat

daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan
pemerintah desa dengan 6 {enam} bidang SPM;

c. memberikan dukungan operasionai, insentif, peningkatan

kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3. 1 2.d Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

9. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial belum dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah
Daerah Kabupaten Deiyai harus mengalokasikan anggaran
Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk
mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan
bertujuan mengentaskan kemiskinan. mengurangi deforestasi dan
mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi
masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri dal mengembangkan
penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta
Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak
yang dapat memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan
hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud
Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O21 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d l;ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.
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IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program,
kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan
sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Konsistensi Progra.'', Kegiatan dan Sub Kegiaian Rancangan Pe-raturan

Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RIGD, KUA dan
PPAS

No Per-r:bahan RKPD

303Jumlah Kegiatan

Jumlah Sutr
Kegiatan

.Iumlah Alokasi
Anggaran (Rp)

Rancangan
Perubahan APBD

109

303

749

t.292.664.449.'277

2

e

4

749

t.347.506.973.299

B. Analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS diuraikan sebagai
berikut:
Kegiatan/ sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat
dalam KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaraa 2O25, antara lain
tercantum pada:

l. SKPD Dinas Pendidikan
Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar
kewenangan Kabupaten/Kota Rp3.40O.000.000,00;

2. SKPD Drnas Linglungan Hidup
Sub Kegiatar Pengelolaan Pelayalan Promosi Kesehatan
Rp210.OO0.000,00;

3. SKPD Sekretariat DPRD
Sub Kegiatan Pengariaan Ge<iung Kantor atau Bangunan i,ainnya
Rpal7 .477 .272,OO.

Perubahan KUA
daa Pen:ba-I-a:'-

PPAS

Jumlah Program 109 109

303

749

t.292.b6a.449.277
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Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan
Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 belum sepenuhnya berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus mengupayakan
konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai
dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan
Rancangar Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pertrbahan
APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran
Perubahan APBD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2O03 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3),

Pasal 310 ayat (1), ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2OI4, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 ayat (a) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah rian Pasal 23 ayat (21, Pasai 89 ayat 11; cian Pasai
90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perenca:raan, Pengendalial dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembalgunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan J angka
tYlEIlctrBatLl L-racl i{II uiill I\cllcalla l\crja rcIIt(Iultitlt uacliur.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A25 da,n Rancangal
Perat uran Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Angg,aran 2O25, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk meiakui<an
penilaian kesesuaian antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan
Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan
Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan
peniiaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempumaan cian

selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati Deiyai dan
DPRD Kabupaten Deiyai untuk menjadi dasar daiam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
aDDn z!-L. -- D-----.i 

^-,i-.-:.rrf)rJ rdrlrlrl rrrr65a1riarr zwzJ \)artt I\crrluarrEarr rgtatulall Dupd.l.l t"rErJal

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun
2424.
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Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum
terca-ntum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

tidak diperkenankan untuk dianggarkan cialam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk
mencianai program, kegiatan dan sub kegiatan priontas sebagaimana
tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh
belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi
sebesar 60z6 (delapan perseni sesuai ciengan kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Deiyai, penanganan inflasi, memenuhi alokasi
anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan
Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan
rtrlatulatl uacr il,l l I\auupatctl ,.,,cr-val tc r,ilJrB rcl uualta flrt)|. taIluIl
Anggaran 2O25 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total
Betanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah,
memenuhi alokasi €rnggaran Fungsi Pendidikan sekurang- kuran gny a 2Oo/o

(dua puluh perscn) dar', total belanja daerah, memenuhi aiokasi &rrggir-6.ii

dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD

Inspektorat Daerah Kabupaten Deiyai paling sedikit sebesar 0,75% (nol
koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas
DrlA AAA rr.r)rl rl n nn /--^"1"1' 

-;l;-- -,-:^l.\ r;A-t- +-..---,,L l--t^-i^rrlPurqrr .l rr\.q-a uLr<rf .t.-r

Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimal<sud merupakan kebijakan nasioneil, keadaan
darural, keperiurm mendesak, keadaal luar biasa dan amanat ketenrtian
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seteiah Perubahan
RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
/l DE n 'Tr^!-..- A---^-- /t/\o tr l^- D^-^^-- - ri..-^.: n^:--^:rar rrr.,, rcLrrrlll d r6lid,r oLrr zv/-J ltd,Lt r\curloLlrBatlr rtilElttlld.tt lJuPa(r l-rci-v cu

tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui
bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dapat menyesuaikan
program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung
z{Jaa Dararr ''d6 naa--h V-t-,'^-}-^ n-;.,-i }--r--- D--'L-l^-- ADErnr\avLrP(r!!rr rJLrJ<rr rL!rr<rr16 r rr uwcrrr(rrr r1r Lrlr

Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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V. KEBIJAXAN PENDAPATAN DAERAH

A K-ebiJak-al:t Ljmum Pendapa.tan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasiona"l

yang dapat ciicapai untuk setiap sumber penciapatan ciaerah ciarl

memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu
dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai
penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam I (satu) tahun
anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran
Peraturaa Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah
Daerah Kabupaten Deiyai berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan
Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara
Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah,
sebagaimana maksud butir 5.2.1 1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk
memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah,
menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat
sesuai kon<iisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan
berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba
dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengal hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian
Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan
modal <lengan lumlah total penyertaan moda-l Pemenntah Daerah
Kabupaten Deiyai dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu,
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sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 52 Tahun 2O12 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah

Kabupaten Deiyai kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai
(performance. hased). harus dilakukan antara lain lalskatr-langkah

optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, mengingat seluruh / sebagian aset dan kekayaan

perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah

r\duupdrcrr l.,ElJar .varlB Lcrcatat ualalrl r^lrLlsar rapularl ltqualrEatr

perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran laporan Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain
adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui
inovasi kebijakan s€rta mitigasi dampak untuk p€rcepatan p€mulihan
ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiiii<i karakteristik khusus,
antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dana Desa (DD) dana
I{apitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerianllembaga yang
diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan
pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya

dilakukan berdasarkan pencatatan / notifikasi atau pengcsahan

pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau
mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek <iikeioia berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola

Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana
maksud butir 3.2.1.d lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2O24.

8. Klasifikasi kclompok Pcndapatan Transfer dan La-in-lain Pendapatan

daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek,
sutr rincian otrjek dikelola berclasarkan kewenaregal pengelolaan

keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran
Peraturan Menteri Dalzrm Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

E).rularrSls-. . / .J.a



-52-

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggpranr target Pendapatan daerah .lelern Rancangan

Peratural Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 semula Rp 1.1a3.273.274.600,00 bertambah

Rp138.526.948.697,00 menjadi Rp1.281.8OO.223.297,OO, diuraikan
sebagaimana Tatrei. 4 sebaBai beriir-rrt:

Tabel.4
Pendapatan Daerah

138.526.948.697,00

(i04.399.405.597,OO)

2 r 60. ! 64 000,00

I .281 .aOO .223.297 ,OO

10.452.036.4C I,C0

0,oo 
I

0,oo

r.141.989_361,OO

3.286.S9.5_ 730.OO

1.04s. 142.993_ l65,OO

78.939.O40.563,00

221.205.1S3.731,OO

2r .721.t60.s63,OO

(57.217.880.000,00)

Uraian

PENDAPATAN
DAERAI{
Pcndapatan Asli

lDaerah
P:,i:l[ nraerh

Retribusi Daeralr

i Hasil Pengekrlaan
i Kekayaan Daerah yang
tcl sahkan
Lain-l.,ain Pendapatan

['emerinlah Pusal
Pendapatan Transfer
Antar Daerah
Lain-Lain Pendapatan
Daerah Y Sah

iteicr-i.ruan Pciaiuratt
Perundan -Undan gan

APBD Tahun
Anggaran 2025

(Rp)

Rancangan
Perubahan APBD
Tahun Anggaran

2425
(Rp)

Selisih (Berkurang/
Bertambah)

(Rp)

Rasio
Terhadap
Belanja
Daerah

(o/"1

| .r43.273.274.600,OO

114.851.441.998,00

I q5? 96!{) 414 OO 4 113 124 414 o.t\

0,00

I10.988.554.688,00

I qoq.926.8q6_oo 5_ l96,922_626-00

I .017.266.353.000,OO 960.048.473.000,00

6. 155.479.@2,OO

5.O0O.000.O00,00 226.205.r93.73r,OO

0,82,)/" 
l

o.32'k,

0,ooor,

(109.846.565.327,OO) 0,09%

o.4 I ,)i,

8l .540{,

749Uh 
i

6,64'/a

o,o0 o,3s",6

oo./" 
I'-1100,

t-

Asii Daerah Sah
Pendapatan Transfer 1 .023.421.832.602,00
Pendapatan Transfer

o

t7 .65vo

22 1.205. 193.731,00 22 t .2rJ5.193.7 31 ,tJO 17 ,26/u

5.OOO.000.oo0,oo s.oo0.o00.oo0,oo

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakatr pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahen APBD Tahun Anggaran 2O25, sebagai berikut:
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari
PAD semula Rp1i4.851.441.998,00 berkurang Rp-
ln4 1OO 4n< qO7 nn mFhi-,{; FnlO 45? n36 anl OO atqrr 6 Q.1ot. Aori

total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25,
yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:
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a. Pajal< Daerah dan Retribusi Daerah:

l) Penyediaan anggaran target pendapatan semula
Rpr.952.96O.4I4,OO bertambah Rp2.160.164.000,00 menjadi
Rp4.113.124.414,00 atau 0,32olo dari total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikaa ke
dalam objek pendapatan:

a) Pajak Restoran semula Rp261.800.000,00 bertambah
Rp2.238.20o.0o0,0O menjadi Rp2.5O0.0OO.O0O,OO;

b) Pajak Reklame semula Rp25.OOO.OO0,OO bertambah
Rp20.OOO.000,OO menjadi Rp45.000.00O,0O;

c) Pajak Penerangan Jalan semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dianggarkan
Rp377.o00.oO0,O0;

d) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula
Rpl.5OO.OOO.OO0,OO berkurang Rp-5O0.O0O.OOO,0O menjadi
Fnl AOO OfiO nofl OO:

e) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula tidak
dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O2 5 diangga-rkan Rp I 6.964.OCC,CC;

f) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

semula Rp166.160.414,0O bertambah Rp8.OOO.0OO,00

menjadi Rp174. 16O.4 l4,OO;

2) Penyed.aan en€€trEm target pend.apatsl P.er.:'ibusi Daerah tidak
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak
Daerah dan R-ctr-it'usi Daerah mempertimbangkan kebijakan
makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi
daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia,
kemandirian F.skai, ".ingkat pengaiigg'rii?ii, l:;i^gSaf kairiskinan,
daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro
ekonomi regional yang mendasari pen1rusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya
ditetapkan rnelelui Keputusan Kep-Ja Daerah sebagairnana
maksud butir 3.3. 1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pen-ganggaran.-. /54
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Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung
dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah serta tanT yang ditetapkan dengan peraturan
daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2A22 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksuci
butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus melakukan
ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang
merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya
Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan
Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta
pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi,
sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 memperhatikan:

1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan
penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasa.l 102 ayat (1)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2O23;

2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;

3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung
kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal
101 Undang-Undang Nornor I Tahun 2O22 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif
dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o. 1), butir 3.3.1.1.1.o.2) dan
butir 3.3.1.1 .1.o.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2O24.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam penyusunan
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 harus menggunakan
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klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan

pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun 2O19 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O21 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Keputusar Menteri Dalam Negeri

Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta
dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7O Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil
penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit lO% (sepuluh
persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana
maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2O23 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan angllzrr€rn target pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah
atas hasil penyertaan modal daerah semula Rp11O.988.554.688,00
berkurang Rp 109.846.56 5.327,OO menjadi Rp l. 14 1.989.36 1,0O

atau 0,O97o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil
penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam
objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah
Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula
Rp988.554.688,00 bertambah Rp153.434.673,00 menjadi
RpI.141.989.361,O0, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 ciengan memperhatikan tingkat rasionaiitas bagian
laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total
penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sampai
dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk.../56
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Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan
perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

1) keuntungan sej umlah tertentu dalam jangka waktu tertentu
berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan
daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi
sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu
sebagai alibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

4) peningkatan penyerapan tenaga ke{a sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi

;rang bersalgku t-an; dan/atau
5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari

investasi Pemerintah Daerah;

dcngan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
52 Tahtrn 2A12 dan butir 3.3.1.2.b lampiran Peraturan lenteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus lebih
mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham
pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai sesuai dengan tujuan
penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan an&garan target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah

semula Rpf.909.926.896,OO bertambah Rp3.286.995.73O,O0
menjadi RpS.196.922.626,OO atau 0,41olo dari total pendapatan
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, yang diuraikan
ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:
1) Jasa Giro semula Rp420.O0O.0OO,OO bertambah

Rp141.589.405,OO menjadi Rp56l.589.405,OO atau 0,04Yo dan
total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 3l
ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
iiegeri Nomor i5 Tahun 2O24.
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2) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk l,ain semula
Rp 1.O0O-OO0.000,00 bertambah Rp2.995.976.48 1,00 menjadi
Rp3.995.976.48i,OC atau O,31e/6 dra;=i to-rai peridapatarr dae-rah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, dianggarkan dalam
Rancaagan Peraturan Daerah Kabupaten Deil'ai l"t turrU
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman
pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf h Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.5)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024.

3I Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pel,aksanaan Pekerlaan
semula Rp252.847.000,00 berkurang Rp-i53.063.000,00
menjadi Rp99.7S4.OOO,OO atau 0,O1% dari total pendapatan
daerah da,lam Rancangan Peraturan Da.erah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Angqaran 2025, dianggarkan
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dengan berpedoman
pada Pasai 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) hurrf j Peraturan
Pemerintah Nomor i2 Tahun 2O19 dan butir 3.3.1.3.b.7)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024.

4) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula tiriak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp2O4.OOO,0O atau O,O0OO2"/ct dan total pendapatan daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dengan berpedoman
pada Pasal 24 ayal (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Taiun 2O19 darr butir 3.3.1.3.b.8)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024.

5) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp237.O79.896,00
bertambah Rp302.288.8a4,OO menjadi Rp539.368. 74O,OO atau
O,A4uh dari total pen<lapatan <laerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anglaran 2O25 dengan berpedoman pada Pasai 24 ayat
(a) dan Pasal 3l ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b. 11) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.
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2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari
Pendapatan Transfer semula Rp1.O23.421.A32.6O2,OO bertambah
Rp21 .721 .16O.563,0O menjadi Rp1.045.142.993.165,00 atau 81,54%
dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Target Pen<iapatan Tralsier dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25,
diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp 1. I 37.234. 183.300,00
atau 98,7 ich dari totai pendapatan daerah daiirm Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Darra Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
semuia Rpi.0i7.266.353.000,00 beri<urang
RpS7.217.880.O0O,O0 menjadi Rp96O.048.473.0OO,O0 atau
7 4,9Oo/o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBI)
Tahun A.ngga-'an 202-q, yang di,:r"jken ke dalam nncian objek
pendapatan:
a) Dana Otonomi Khusus lolo-Papua semula

Rp47.538.26O.000,O0 berkurang Rp1.668.455.0O0,0O
menjadi Rp45.869.805.O00,00;

b) Dana Otonomi Khusus l,25olo-Papua semula
Rp67.705.522.000,00 berkurang Rp-2.376.267.O00,00
menjadi Rp65.329.255.O00,O0; dan

c) DTI-Papua Rp13.824.6O5.OO0,00.

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan
disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum
dalam Pcraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan cian Belanja Negara Tahun
Anggaran 2O25 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29
Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke

Daerah Menurut Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahun Anggaran
2O25 Dalam Rangka Efisiensi Beianja Daiam Peiaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.f Lampiran Peraturan
Menteri Da-lam iiegeri Nomtrr i5 Tahu-n 2O24.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan
penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4 j dan
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butir 3.3.2.1.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor l5 Tahun 2024.

Penyediaan €rnggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan
Kabupaten/Kota di Kabupaten Deiyai setara dengan 2,250/" (dua
koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum
Nasional terdiri dari:

a) Penerimaan yang bersifat umum setara 17o (satu persen) dari
DAU Nasional ditujukan untuk:

(1) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan
pelayanan publik;

(2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan
penguatan lembaga adat; darr

(3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah
sesuai ciengan ketentuan peraturan perunciang-

undangan.

b) Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan
berbasis kinerja pelaksanaan sebesar i,2Solo (satu koma dua
puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional untuk
pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan

ekonomi masyarakat;

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (31 huruf e

angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2 l.
Qelain itrr ttctrdctr.otart daerab K-alrr r n-afen F)piw.ai Tencra h wong

bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan
pembangunan infrastrulrtur perhubungan, energi listrik, air
bersih, telekomun-ika,si darr saaitasr Lrr-gkungaa Sebagaimara
maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2O01 sebagaimana telah diubah beberapa kali teral<hir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2t.

Selanjutnya, Perr.erintal'. Daerah Kabupaten Deiyai dapat
menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana
Tambahan Inliastrulchrr untuk mendanai kegiatan penunjang
yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan
yang didsnai dari per,.erimaan d-Jar. rangka Otoncrr,.i Khusus
Kabupaten Deiyai Tengah untuk tahun berkenaan, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dana Desa Rp63.756.35O.OOO,OO;

3) insentif Fiskai Rp7.22i.58i.OOO,OO;

4)Dana.../6O
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4) Dana Bag, Hasil (DBH) semula Rp193.585.788.000,O0
bertambah Rp874.699.00O,00 menjadi Rp194.460.487.O00,00;

5) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp508.211.275.000,00
berkurang Rp-21.641.22O.000,0O menjadi
Rp486.570.055.0O0,O0;

6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik semula Rp43.874.397.000,O0
berkurang Rp-32.492.755.OO0,0O menjadi
Rp I 1.38 1.642.000,O0; dan

7) DAK Non Fisik semula Rp71.548.575.000,00 bertambah
Rp86. I 18. OOO,OO menjadi Rp7 1.634. 693.OOO,OO.

dianggarkan <iaiam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan
disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum
dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 serta Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2O25 dan butir 3.3.2.1.c
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai
dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daera}
I1olrrrnoran n-;t'6i haFto 

--loL,'La- 
tu-r'as'!6;6- 6t6o tuhddt6ao6yvrJq^rlur^rllrJvggqrurrqlqorUr.5i'ur.q.!.

Dana TKD dimaksud.
Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dala
TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
0-sO-5889 Tah-un 2O2l sebagaimana telah diubah beberapa ka.li
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-
2850 Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Pendapatan Transfer
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubatran APBD Tahun Anggaran 2O25 merupakan penyaluran
DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas Treasury
Deposit Facility (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD,
maka Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dapat menganggarkan
penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16

Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan l)ana Bagi Hasil
dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Ttrnai
Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facilitg.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp6.155.479.602,00
bertambah Rp78.939.O4O.563,OO menjadi Rp85.094.52O.r65,OO
atanu 6,64oh dari total pendapatan daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pembahan APBD
Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek
Pendapatan:
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1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak semula Rp6.155.479.602,00
bertambah Rp8.939.O40. 563,00 menjadi Rp I 5.O94.520. I 65,00
atau 1,1870 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek
Pendapatan:
a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula

Rp286.355.774,00 bertambah Rp279.121.588,OO menjadi
RpS65.477.362,00;

b) Pendapatar Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor semula RpBOO.000.0OO,OO bertambah
Rp r.529. t6 1.O52,OO menjadi Rp2.329. 1 6 1.O52,O0;

c'\ Pcnrlenatqn Flacri F]-a-sil Poiek Air Perrnrrkgan ,senula_ 
-*6-

Rp1.447.483.812,00 bertambah Rp2.937.797.02O,0O
menjadi Rp4. 385.280.432,OO

d) Pendapatan Bagr Hasil Pajak Rokok semula
Rp3.621.640.016,00 bertambah Rp4.192.960.903,00
menjadi Rp7.8 14.6OO.9 19,00;

men:.pakan dana yang bersumber dari peadapatan daerah yang
dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai Jaya
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-unda:ngan. Pendapatan Lragi

hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pqjak daerah
Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada
penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan
Perubahan APBD Pemerintah Daerah Piovinsi Tahun Anggaran
2O24, sesuai maksud burir 3.3.2.2.1 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp7O.O0O.00O.0OO,OO yang diuraikan ke dalam sub rincian
objek Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah
Daerah Piovinsi semuia tidak <iianggarkan, ciaiam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp7O.O0O.OOO.0OO,00,

merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam
rangka ke{a sar}a daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
sesuai maksud Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2O19 dan butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peratural Menteri Dalam
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3. t ain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-
lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25 semula RpS.OOO.0OO.000,00 bertambah Rp22 1.205.193.731,0O
menjadi Rp226.205. 193.731,0O atau 17,65% dari total pendapatan
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yang diuraikan pada jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah semual tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deivai tentang Perubahan APBD
Tahun Ang;aran 2O25 dianggarkan Rp221.205.193.73i,O0 atau
17,260/o dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis semual tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp22 1.205. 193.73 1,0O;

b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan Rp5.0OO.0OO.000,OO atau 0,397o dari total
pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yang hanya diuraikan ke dalam objek Pendapatan Dana Kapitasi
JKN pada FKTP Rp5.000.0OO.000,00 dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O25;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak
mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak
mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pen€lrrangan kewajiban
kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biava
ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.3.1.b
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam menganggarkan Belanja

daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka
pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan
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pengarggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggarar untuk
setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja
pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan
pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta
ticiak ciiiakukan berdasar't<.'an penimbangan pemerataan antar
perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun
zrnggaran sebelumnya sebagaimapa maksud butir 3.2.2.d Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hai iersebut, Pemerintah Daerah (abupaten Deiyai
harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan
menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi
kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan
f-rarrl a c.o rlr a n c}alo nrinntae zlan lzrlrr rrrrhoh Aoar-}r vohd l-Er^;ah+6ai

pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja
Mandatory Speuling serta peflenuhan target SPM, tanpa harus
menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang
meqfadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir I Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

3. Peffierintah Daerah Kabupaten Deiyai menetapkAn target capaian
kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit daa -idak

absurd untuk belanja daerah, dengan tetaB memBerhatikar rasa
keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, eiisien, ekonomis, efektif,
transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud trutir 3.2.2-o
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam Perubahan APBD,
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai memprioritaskan alokasi
anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi aiggaran
belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program,
kegtatan dan sub kegratan sebagaimana malisud Pasal 4 hurui c
la.mpiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

5. Belanja Daerah untuk urusan wajib terkait pelavanan dasar
berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan,
sedangkan belanja daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar
berpedoman pada analisis standar belanja dal standar harga satuan
sebagaimana maksud butir 3"2.4.b Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2O14, sebagaimana telah diubah beberapa
kaii terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
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7. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud
Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Peny-ediaan afiggaian belzrnja daerah dalam Rancangan Feraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025
semula Rp1.142.884.425.756,00 bcrtambah Rp149.784,O23.521,OO
menjadi Rp 1.292.668.449.277,OO, sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5
Belanja Daerah

tsEiAtiJA DAERAH

Rancangan
Perubahan APBD
Tahun Anggaran

2025
(Rp)

Rasio
Terhadap
Belanja
Daeralr

("6)

1. 142.884.425.756,00 1.292.(fr3.449.277 ,OO 100,00149.784.O23.52 1 ,OO

APBD Tahun
Anggaran 2025

(RP)

Selisih (Berkurang/
Bertambah)

(Rp)

Bclanja Opcrasi 749.8s3.334.888,O0 I 83s.s29.422.s 14,00 I 8s.676.O87.626,oo I 64,@
Belanja Pegawai 293.882.3 ! l .430,00 305.286.329.748,O0 'l 1.404.0 r8.318,00 23,6'.2

Belanja Barang dan Jasa 360.225.92 3.458,OO 423.042.807.2O3,OO1 62.816.883.74s,OOi 32,73

88.730.285.563,00 I r .555. 185.563,00 | 6,E6

Belanja Bantuan 9>sial

77. 175. tOO.OO0,OO

18.570.000.000,o0 18.470.000.oo0,00 (ioo.ooo.ooo,0o) i 1,43

crcri!tlia lY!(ruat zu'r. oJJ.r(J'.r, z(ro!\rU

Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Gedung
dan R.ansrrnan

Belanja Tidak Terduga 7.OO0.000.000,00

Modal AsetBelanja
Lainnva

7.O00.000.000,oo

7.O00.o00.ooo,00

121. 175.626.600,00

7.OOO.000.000,00

130.443.988. tOO,OO

Belanja Tidak 1'erduga

Belanja Transfer
Belanja Bagi Hasil

BantuanBelanja
Keu:rngan

o,o0 0,oo o,00o,o0

Uraian

26.333.745.553,00 28.395.313.936,00 2.06 r.s8.383,oo 
I

o

J I >.(J:, J. \rr)().tnJJ r rJ\J fi.our.rr r r.u:rJlvv

2.760.OO0.O00,O0 2.760.000.qqo'99]- 0,2 r

2,)O

98.266.932.968,00 88.087.978.OO5,OO (10. 178.954.s63,0O) 6,81

138.342.626.200,00 198.O52.647. 175,00 59.7 r 0.020.975,OO 15,32

r .509. 159.547,OO I .240.509.547,00 (268.650.000,00) i

I

0,10

4A? OnI) r)OO ()O 1 I q.R qOO nr)n nr) 7-41.590.O00,O(_) ooq

0,00 o,54

UU 0,54

9.268.361 .500,OO 10,09

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belaqla Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp749.853.334.888,00
bertambah Rp85.676.087 .626,OO menjadi Rp835.529.422.5 14,OO

atau.../65
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I

I

Belanja flibalr

i Belanja iVlodal Peralatan 
II dan Mesin Ir

I Belanja Modal Jalan, I

| .laringrn dan Irigasi 
I

I aetania Modal Aset Tetap 
I

I L,ainn-va I

l

1

I
121.175.626.600,00 I 130.443.988.1OO,O0 I 9.268.361.s00,00 I r0'09 

I



-65-

atau 64,64o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari
Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek
sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggar€rn Belanja Pegawai semula
Rp293.882.31 1.430,00 bertambah Rpl 1.404.018.318,00 menjadi
Rp3O5.286.329.748,OO atau 23,62Vo dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain
tercantum pada:

l) Gaji danTunjangan ASN

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula
Rp 1 83.3 I 9.O76.897,OO berkurang Rp I 35.285.528,OO n'enjadi
Rpf 83.183.79f .369,00 atau 14,77o/o dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, dianggarkan dalam
Panaonaan Darotrrron t-toaro h llolrr rnotan Daiv-oi iol"rlarrd-v..-*^-D

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan

memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjaagan
ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya,

kebutuhaa pengangkatan Calon A-sN seslrai fonnasi pegawai

Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai

Pemerintah dengan Pedanjian Kerja (PPPK) pada tahun
sebelumnya sesuai dengan kebijakal formasi PPPK yang
drtetapkan, kebutuhan kenaikan Caji berkala, kenaikan
pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan

mempeihitungkan ocress yang besarnya malsimum 2,5olo (dua

koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok
dan tunjangan. sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a. butir
3.4. f . I . 1.b dan butir 3.4. 1. 1 . 1.c l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Neged Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jas,-Lnan ld.emalian

a) Penyediaan anggar.rn Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN,

Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah
(KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut:
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(l) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula
Rp17.766.946.7 12,OO berkurang Rp4.955.337.835,00
menjadi Rp12.811.6O8.877,OO yang diperuntukan bagi

ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah
kewajiban pembayaran luran Jaminan Kesehatan bagi
ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran
sebelumnya yang hlum direalisasikan kepada Badan
Penyelcnggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2O1 I tentang Radan
Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran luran
Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di
Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4. I . 1. 1 .d

dan butir 3.4.1.1.i.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD semula
Rp 16.682. IO6,OO bertambah Rp44.56 I .622,00 menjadi
Rp61.2a3.728,OO, vang diperuntukkan bagi Pimpinan dan
Anggota DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewar Perwakilan Ralryat Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2O17 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah
kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk
kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang beium
direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4O Tahun
2OO4, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 3O

da-r Pasai 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tah-un 2Oi8,
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sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2O2O serta butir
3.4. 1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

{3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagr KDH/WKDH
Rp6.370.432,O0 yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah
kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi
KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun
anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada
BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2O04, Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 3O dan Pasal 33 Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2024, Perat\tran Menteri Dalam Negeri

Nomor 7O Tahun 2020 serta butir 3.4. 1.1.1.d dan butir
3.4. 1. 1. I .e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2O24.

b) Penyediaan anggarart Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta
Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:

(1) Beianja Iuran .Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian yang diperuntukkan bap ASN dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, yang tercantum
pada:

(a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula
Rp 191.675.O88,OO bertambah Rp35.139.7 r0,0O
menjadi Rp226.8 14.798,00; dan

(b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula
Rp575.418.401,00 bertambah Rp106.282.238,00
menjadi Rp68 1.7O0.639,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayaL
(1) Peraturan Pemerintah Nomor 7O Tahun 2015 tentang
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Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2O17

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7O

Tahun 2O15 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan
Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
l^- !-,.]:- a A 1 1 | -t ^--:-^- E!^-^.r,-^- rr--+--i n-l^-aiitl i v1.rLrr J. -?, r. r . r ,5 &drrlJu 4r r

Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian yang diperuntukkan bagi Fimpinan dan
Anrr<rr-rfa I-)PP[) d-al-a rn Raytcsxtoqn Pera}lrrqn Dqerah' ___bD- --

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2A25 yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD
Rp1.351.224,OO; dan

{b} Belanja Jaminan Kematian DPRD Rp1.689.O30,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anssaran 2O25 denpan be,rtterfnrnert netla llrtdans-
Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor
24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2O17 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2023, Peraturan Presiden
Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Fresiden Nomor
59 Tahun 2024,, Peratwran Pemerintah Nomor 7O Tahun
2O15 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
rclncflrltatll lturllol (,0 r aIlulr zu L uitlt uu[r o.r. l. 1. r.B,

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2O24.

(3) Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
vaaati* ,,^-^ ,.116-, ^i,.Ll.a- laM; ur.llJ /lrrIlrtIJ ,{61^'-

J q!5 u^yv, e<r6! rrur r/

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Pierubahan APBD Tahun Anggaran 2A25 yang tercantum
pada:

Inl Relania lttran.lqrninan Ke.relakaen l{r.ri-a I(D!I /WKf)LI
Rp2.1t4.r92,00; dan

{d) Beianja Iuran J arrrinan Kematian KDH/WKDH
Rp2.342.576,0O;

rliaacrcorLon Aolan P-onr:.oarcn pprot,'ran noaroh

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
2025 deilgan kipedoman pada Peraturan

Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol8 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan... / 69
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Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peratwran
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2O17 dan butir 3.4.1.1.1.g l,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2O24.

c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan
peiayanan kesehatan di luar cakupan penyeienggaraan
jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan
dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

(1) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Rp300.000.000,00 dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak I (satu) kali dalam
I (satu) tahun, termasuk keiuarga (satu istri/suami dan
dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan
kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, scbagaimana
maksud butir 3.a.1.2.2.b. l0).a) Lampiran Peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor i5 Tahun 2024;

(2) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD Rp375.00O.0O0,O0
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD
sebanyak I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak
termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan da-lam

bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat
DPRD, dilakukan di dalam negeri riengan tetap
memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum
Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat,
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2Oi7 sebagaimana teiah diubah riengan
Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2023 dan Surat
Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31 17807 ISJ tanggal 2

November 2Ol7 Hal Penjelasan terhadap lmplementasi
Substansi Peraturan Pemerintah Nomor i6 Tahun 2Oi7
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 62 Tahun 2Ol7 tentang Pengelompokan
Kerrrampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana
maksud butir 3.4.1.2.2.b. 10).b) l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

3)Hak.../7o
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3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat

Daera-l.

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangal DPRD

semula Rp9. 379. 556. 22O,OO bertambah RpB L2.37 4. l22,OO

menjadi Rp10.191.930.342,OO, yang diperuntukkan bagi

Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD Rp563.O1O.O00,OO,

diangqarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp816.364.5O0,0O,

telah memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan
Jabatan DPRD sebesar 145Yo (seratus €mpat puluh lima
persen) dari uang representasi sebagaimana maksud
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O 17

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2O23.

(3| Belanja Ttrnjangan Komunikasi lntensif Fimpinan dan
Andd ra DDPD oanrrlo DaC ;.A1 r) n nn nn lurfahl.',r

Rp588.0O0.00O,O0 menjadi Rp3. 150.0O0.0O0,00,

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
A-* -^- .lrtn E )^-*- l^-^)^-^- --l^ Er-^-l o
1.\r lBErcu atrr z.vzrJ ucrtEcrrr uca Pcuvtud-rr |Jatua r dscrr o

Perafuran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7
sebagaimana telah diubah dengal Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2O23 dan Pasal 6 Peraturan Menteri
Dalam iiegeri Nomor 62 Tahun 2Oi7 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta

Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(4) Belanja Tunjangan Reses DPRD semula
Rpr.O23.75O.0O0,00 bertambah Rp26.250.0O0,O0

menjadi Rpl.050.O0O.OO0,0O, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan
Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana
maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan.../71
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Pemerin tahan D

b) Penyediaan anggar

aturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

rah.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2O23 dan' Pasal 7

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2O17.

(5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan
Transportasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD

Rp2.O4O.OOO.000,0O;

(tr) Relanja T\rnjalgan Transportasi DPRD

Rp 1 . l4O.0OO.0O0,0O;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai t€ntang Pei'ubahail APtsD Tahun
Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan
Pemerintah Nomor i8 Tahun 2017 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2O23 dan Peratuian Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2Ol7 serta dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan aspek efeldivil-as, eir-sren-si, I<e*..4jaran.

kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam
penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud
PasaL 3 ayat (11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan
dan Tunjangan sportasi DPRD harus memperhatikan
asas kepatutan, ajaran, rasionalitas, standar harga
sFfr'r,1,i!a, v4vi ar dan qt::nrlcr lrras hansrrnan dan

lahan rumah ne

{1) dan ayat {2}
2A17 sebagaim

sebagaimana maksud Pasai 17 ayat

a telah diubah dcngan Peraturan
Pemerintah Nom r 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri N r 7 Tahun 2OO6 tentang Standarisasi
Sarana dan sarana Kerja Pemeriatahan Daerah,
sebagaimana te diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No or 11 Tahun 2OO7 tentang Perubahan
atas yeraturan teri Daiam itiegeri Nomor 7 Tahun 2O06
tentang Stan SI Sarana dan Prasarana Kerja

DFRD Rp2s2.OOo.

Peraturan Daerah

Belanja Dana Operasional Pimpinan

,OO, <iiang;arkan <iaiam Ranciingan
bupaten Deiyai tentang Perubahan

APBD Tahun an 2425 dalam rangka menunjang
yang berkaitan dengan representasi,kegiatan operasio

petayanan.../72
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pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan
pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD

sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok
danlatau golongan dan penggunaannya harus
memperhatikan a manfaat, efektivitas, efisiensi dan

akuntabilitas, se maksud Pasal 22 Peraturan
Pemerintah Nomor I Tahun 2017 sebagaimana telah diubah

enteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun

4) Belanja Penerimaan tainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Penvediaan €rng{€rran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Rp150.OOO.00O,O0 atau O,01olo dari total belanja daerah dalam
Rancalgan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahqn Anggaran 2025, dianggarkan dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang

un Anggaran 2O25 dan penentuan
dengal berpedoman pada Pasa-l 9 ayat

Perubahan APBD Ta
besarannya disesu
(2) Peratural Pem Nomor lO9 Tahun 2O00 tentang
Kedudukan Keuangan ala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,
yaitu paling rendah Rp200.O00.00O,00 dan paling tingi 1,50%
(satu koma lima puluh persen) dari target PAD dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 Rp10.452.036.401,00 yaitu
Rp 156.780.546,02.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana
Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 hurt.f
h Peraturan Pemerinta Nomor 1O9 Tahun 2OOO

5) Bclanja TPP ASN

Penyediaan

dengan Peraturan
Pasal 8 Peraturan
2017.

erintah Nomor 1 Tahun 2023 dan

Rp I OO.6O L99f1.282,0O
Belanja

bertambah
menjadi Rp111.328.928.006,00 atau 8,617o dari dari total
bclanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deivai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang
diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN
semula Rp92.134.462.O78,00 bertambah
Rp 1 1.296.296. 564,00 menjadi Rp t O3.a30.758.642,O0;

TPP ASN semula
RplO.726.929.724,OO

blTambahan.../73



b) Tambahan Pe

semula Rp3.O70.888
menjadi Rp166.738.

c) Tambahan Penghas
semula Rp883.8OO.

menjadi Rp1.213.8

dapat dianggarkan d
Kabupaten Deiyai ten
2025 dengan berpedom
Nomor 12 Tahun 2019
prinsip kepastian h
dan efisien, keadi
transformatif se

Peraturan Menteri Dala

Berkaitan dengan hal t
Deiyai tidak mengaj
Tahun Anggaran 2025

a) tidak terdapat ken
ASN dalam jaba
angga.ran dibandin
2024;

b) terdapat peru
kriteria, namun ti
yang diterima oleh
Ang6garan dibandin
2O24; dan

c) terdapat kenaikan
penambahan jum

sebagaimana maksud
Menteri Dalam Negeri

Selanjutnya, pembe

Deiyai Tahun Anggar
dalam rangka mend
KPK dengan berped
huruf c Undang-Un
Perubahan Kedua atas
tentang Komisi
sebagaimana maksud
Menteri Dalam Negeri

Selain itu, kriteria
Tahun Anggaran 2025 iperhitungkan berdasarkan

kelas... /74

berdasarkan Tempat Bertugas ASN

2O4,OO berkurang Rp2.9O4. 149.704,00
oo,o0;

berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN

,O0 bertambah Rp33O.0O0.O0O.O0

"oo0,00;
Rancangal Peraturan Daerah

g Perubahan APBD Tahun Anggaran
pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah

dan diberikan dengan memperhatikan
m, akuntabel, proporsionalil-as, efektif
, kesejahteraan, optimalisasi dan

maksud butir 3.4.1. I .2.d Lampiran
Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

rsebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
permohonan persetujuan TPP ASN

hal

besaran nominal yang diterima oleh
setiap bulan dalam 1 (satu) tahun

dengan TPP ASN Tahun Anggaran

nomenklatur, perubahan alokasi per
terdapat kenaikan besaran nominal

N setiap bulan dalarn 1 (saru) Tahun
n dengan TPP ASN Tahun Anggaran

pagu total TPP ASN akibat adanya
ASN:

tir 3.4. 1. 1.2-g. 1) Lampiran Peraturan
omor 15 Tahun 2024.

TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten
2O25 memperhatikaa rekomendasi KPK
ng program koordinasi dan supen'isi

pada Pasal 6 huruf a, huruf b dan
Nomor 19 Tahun 2019 tentang

Undang-Undang Nomor 3O Tahun 2OO2

antasan Tindak Pidana Korupsi
tir 3.4.L.1 .2.f.9) Lampiran Peraturan

omor 15 Tahun 2O24.

an TPP ASN atau tunjangan kinerja
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kelas jabatan yang t Iah mempertimbangkan beban kerja,
tempat bertugas, kon si kerja, kelangkaan profesi, prestasi

ke{a dan/atau pe bangan objektif lainnya sebagaimana

maksud butir 3.4. 1 . 1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
Pemberian TPP ASN ditnaksud sudah termasuk besaran yang

diterima ASN dalam !<riteria pertimbangan objektif lainnya yang

diberikan kepada pegailai ASN sepanjang diamanatkan dalam
ketentuan peraturan pdrundang-undangan, antara lain;
a) Jasa pelayanan;

b) Tambahan Penghasilan Guru (TPGI, T[njangan Khusus Guru
(TKC), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang
bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:

(l) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD semula
Rp3.678.8i1.000,00 bertambah Rp1.890.i60.864,00
menjadi RpS.568.97 r.864,00;

(2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD semula
Rp582.500.OO0,00 bertambah Rpl 14.622.000,00 menjadi
Rp697.i22.OOO,O0; dan

(3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD

Rp25r.537.OOO,O0;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25 dengan berpedoman pada butir 3.4.1.1.2.e.5), butir
3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2O24.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penvediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula
Rp36O.225.923.458, 00 begtambah Rp62.8 1 6.883 .7 45,OO menjadi
Rp423.O42.8O7.203,00 at
dalam Rancangan Peratq
Perubahan APBD Tahun
Rancangan Peraturan Dael
APBD Tahun Anggaran tL^,^-^ ./;^-- ,,^^- ^;l^i )

;;;:'.;"ffi"#;-l
kcpada masyarakat / piha]
program, kegiatan dan s!
pencapaian sasaran pri!
RPJMD/RPD pada SKPD
efektivitas, efisiensi, kel
anggaran sebagaimana mf

au 32,73Yo dari total belanja daerah
ran Daerah Kabupaten Deiyar tentang

Anggaran 2025, dianggarkan dalam
:ah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
1025 dan digunakan untuk pengadaan
tanfaatnya kurang dari 12 {dua belas}

lasa yang akan diserahkan atau dijual
k lain dalam rangka melaksanakan
lb kegiatan pemerintahan daerah gu.na
rritas daerah .yang tercantum dalam
terkait dengan memperhatikan aspek

patutan dan kewajaran penggunaan
rksud Pasal 3 ayat (1)dan

Pasal 59.../75



Pasal 59 Peraturan
3.4.L.2.a Lampiran Pera
Tahun 2O24.

Penyediaan anggaran
diuraikan ke dalam objek

1) Belanja Barang

Penvediaan
Rpi 76.357.974.806,00
menjadi Rp256.914.3
daerah dalam Rancan
tentang Perubahan
ke dalain rincian objek
a) Belanja Barang

bertambah
Rp256.632.543.851,
dalam Rancangan
tentang Perubahan
lain diuraikan ke d
(1)Belanja Bahan-

Rp4.593.088.OOO

menjadi RpS.175
I2l Belania Alat /Ba

Kaltor
Rpi4.068.251.64

(3) Belanja Alat/
r1^,, - 

--,,1^
Rp6.345.948.

(4) Belanja Alat/
semula
Rp i2. i06.289.

(5) Belanja Alatl
Komputer sem

Rp2.523.019.2O

(6) Belanja
Rp53.910.471.5
menjadi Rp81.41

(7) Belanja Makan
Rp8.643.O9O.O

menjadi Rp10.OO

(8) Belanja M
semula Rp2.064.

menjadi Rp2.O27

semu

tah Nomor 12 Tahun 2O19 serta butir
an Menteri Dalam Negeri Nomor 15

a Barang dan Jasa yang antara iain

Belanja Barang semula
bertambah Rp8O.556.327.745,4O

.551,00 atau 19,87o/o dari total belanja
Peraturan Daerah Kabunaten Deivai

Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan
lanja:
Habis semula Rp176.076.2 16. I 06,00

Rp80.556.327.745.0O menjadi
0 atau 19,85% dari total belanja daerah
Feraturan Daerah Kabupaten Deiyai
PBD Tahun Anggaran 2O25, yang antara

sub rincian objek belan_ia:

an Bakar dan Pelumas semuia
OO bertambah Rp582.63O.OOO,OO

718.000,00;
an ut,tuk Kegiatan Kenlor-Alat Tulis

Rp14.256.678.800,00 bertamtrah

,0O menjadi Rp28.324.930.445,00;
n untuk Kegiatan Kantor-Xertas dan

D-ln nl Q 4,71 qr)r) 
^rr 

L-*,.-L^Lr\P r v.u r u-v,

,0O meqiadi Rp 1 6.364.622. 1O0,00;

untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
p17.962.575.20O,0O bertambah

,OCr menjacii Rp30.O58.864.80O,0O;

untuk Kegiatan Kantor-Bahan
Rp2.250.45O.356,OO bertambah

,00 menjadi Rp4.7 7 3.469.556,OO;

dan Minuman Rapat semula

,OO bertambah Rp27.502.243.500,O0
.7l5.OOO,OO;

dan Minuman .iamuan Tamu semula

,00 bertambah Rp1,366.70O.000,00
.79O.OO0,O0l dan

dan Minuman Aktivitas Lapangan
50.OOO,0O berkurang Rp37.OOO.OOO,O0

950.OOO,OO;

blBelanja...l76
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b) Belanja Aset Tetap y
Rp281.758.7O0,O0
dalam Rancangan
tentang Perubahan
diuraikan ke dalam
Mesin-Alat Kedokt
Umum-A]at Keseha

dianggarkan dalam
Deiyai tentang Pe

namun dalam
kebutuhar nyata
dan fungsi SKPD, s

Kepala Daerah. jum
memperhitungkan
Anggaran 2024 den
administrasi d

penggunaannYa se

Pemerintah Nomor

diubah dengan Pera

Pasal 3 ayat {1} Pera

Pasal 28 Peraturan
2016, sebagaiman

Dalam Negeri Nom

Lampiran Peraturan
2424.

c) Selanjutnya, peny

tercantum pada:

{1} Belanja Bahan
Rp4.593.088.0o
menjadi Rp5.175
pada:

(a) SKPD Se

bertambah
Pn9 O'! Q 3?O

Bahan-Bahan

(b) SKPD Badan
Rp7so.57O.O
aa-i^.lj P-1

6

Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi
tau O,02% dari total beianja daerah

turan Daerah Kabupaten Mimika
D Tahun Anggaran 2025, yang hanya

ub rincian objek Belanja Peralatan dan
an dan Kesehatan-Alat Kesehatan

Umum Lainnya Rp2ti 1.758.7O0,0O;

cangan Peraturan Daerah Kabupaten
bahan APBD Tahun Anggaran 2025.

aksanaannya disesuaikan dengan
g didasarkan atas pelaksanaan tugas

dar kebutuhan l/ang ditetapkan oleh
pegawai dan volume pekerjaan serta

timasi sisa persediaan barang Tahun
menerapkan digitalisasi pengelolaan

rangka efisiensi dan efektivitas
mana maksud Pasa.l I Peraturan

27 Tahun 2O14, sebagaimana telah
ran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O,

ran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19,

enteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
diubah dengan Peraturan Menteri

r 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

iaan anggaratl yang antara lain

Bakar dan Pelumas semula
0O bertambah Rp582.630.000,00
718.OOO.OO yang antara lain tercantum

t Daerah semuia Rp1.839.32O.000,OO
Rp 18O.0O0.o0o,oo menjadi

Ofl alarr 39 A2o/^ rlari J.tal F|el.ani;r

Bakar dan Pelumas; dan

Pengelola Keuangan Daerah semula

,O0 bertambah Rp48O.O0O.OO0,0{)
2n <?n nn nn otqtr O'l '79o/- AqA tatol

-Bahan Bakar dan Pelumas;Belanja B

(2lBelanja...l77l
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(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis
Ka-ntor semula Rp14.256.678.800,00 b€rtambah

Rp 14.068.25 1.645,OO menjadi Rp28.324.930.445,00 yang

antara lain tercantum pada:

{a) SKPD Badan Fengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

semula Rp3.546.7O8.OO0,O0 bertambah
Rp4.843.429. 00,00 menjadi Rp8.390.137.100,OO

dari totai Belanja Alat/Bahan untuk
Kegiatan Kant r-Alat Tulis Kantor; dan

(b) SKPD Sekreta at Daerah semula Rp2.391.387.700,00
bertambah Rp3.1 f 1.269.000,00 mcnjadi
Rp5.502.656.700,O0 atau 19,4370 dari total Belanja
Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak
semula Rp17.962.575.200,00 bertambah
Rp 1 2. 1 O6. 289. 600,00 menjadi Rp3O.O68.86a. 8OO,OO yang
antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Badan engelolaan Keuanga.n dan Aset Daerah

atau 29,620/o

semula
RpS.106.607.
^*^-- aa arro/.ltd.lt Jarzt /Lt

Rp4.595.654.40o,00 bcrtambah

,00 menjadi Rp9.7O2.261.800,00
dari total Bclanja Alat/Bahan untuk

Kegiatan Kant r-Bahan Cetak: dan

(b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp4.038.249.200,00
bertambah Rp2.033. i35.80O,00 menjadi
Rp6.071.385.000,00 atau 2A,L9o/o dari total Belanja
Alat/ Bahan untuk Kegia,tas 

-Xantor-Bahan 

Ceta,k;

(4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula
Rp53.9 I 0.47 1.5O0,0O bertambah Rp27 .5O2.243.5O0,OO

menjadi Rp8l.41 .7 15.OO0,OO yang antara lain tercantum

(alSKPD ekretariat Daerah semula
Rp12.454.85O 0OO,OO bertambah Rp4.949.400.0O0,00
menjadi Rp 17 4O4.25O.0O0,O0 atau 21,38o/o dari total
Dcral ua lvrd.Jranai-r .J-- rri-- -- --Oan ivlirriimah i(apaI, O.rm

(b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
semula Rp9.951.O00.0O0,OO bertambah
Rp12.9l0.25O.O0O,OO menjadi Rp22.861.250.000,00
ai:au 28,087i, dari totai Beianja Makanan dan Minuman
Rapat;

untuk dirasionalkarr besaran alokasi anggarannya dengan
k efektivitas, efisiensi, kepatutan danmemperhatikan as

kewajaran.../78
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kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan

disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing
kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai
prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif,
berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh

rta memperhitungkan estimasi sisa

; Tahun Anggaran 2024 dcngan
isasi pengelolaan administrasi dalam
ln efektivitas penggunaannya sesuai

dengan ketentuarr peraturan perundang-undangan,

sebagaimana maksud, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O20, Pasal 28 Peraturan
Menteri Daiam Negeri Nomor i9 Tahun 2Oi6 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7 Tahun 2024 d,ao butir 3.4. 1.2. l.a Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 15 Tahun 2024.

Kepa,la Daerah sq

persediaan Urt^n!
menerapkan digital
rangka efisiensi dJ

Selanjutnya, hasil r

untuk mendanai ;
prioritas sebagaima
Perubahan KUA dr

iasionalisasi dimaksud harus dialihkan

frogram, kegiatan dan sub kegiatan
na tercantum dalam Perubahan RKPD,

rn Perubahan PPAS yang menunjang
pencapaian 8 (delapan) Misi Asta eita dan 17 (tujuh belas)

Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan
ekonomi sebesar 87o (delapar persen) sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,
penanganan initasi, memenuhi aiok'asi anggaran Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk
Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan

^.YtJiJ 
tanun an 2025 sei<urang-kurangnya 4O%

(empat puluh perse

Belanja Modal di
alokasi anggaran

) dari total Belanja Barang dan Jasa dan
uar Belanja Modal Tanah, memenuhi
ngsi Pendidikan sekurang-kurangnya

2oo,/o {dua p-u-iuh persen) dari total lrcianja daer-art, .rremenuhi
alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan
Pengar*'asan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten
Deiyai paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh
l;-^ l^-: L-t^-:^ )-^-t- ):^.^^urrrd P!t ssrr, (ldl I trrlar LrgrarrJd. \lagl cur (Ialr (llatas

Rp I O.OO0.OOO.0OO,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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d) Penyediaan

(1) Belanja
Masyarakat,

(a! Belanja
Masyarakat

(b) Belanja Ba

dianggarkan d
Kabupaten D
Anooaren 2Q25

kewajaran, rasio
sasaran
pemerintahar:
ditetapkan berda
tertuang dalam
Perubahan RK

Lampiran Pera

Tahun 2024
memperhatikan
penggunaan
kebutuhan
sebagaimana
Pemerintah Nom

Pengadaan

kepada rnasy
sebesar harga

diserahkan
ditambah b€l
pengadaan/pem
sebagaimana
Peraturan Ment

(2) Beianja Uang d
Pihak
Rll6r31.40O OO

dalam Ran

Rp2.955.532.
dan

Pihak Ketiga/
bertambah

9

yang tercantum pada:

untuk DijuallDiserahkan kepada

Ketiga/Pihak Lain

untuk Dijual/ Diserahkan kepada

mula Rp29.250. I 18.8O0,0O bertambah
O0,OO menjadi Rp32"205.650.800,00;

g untuk Dijual/Diserahkan kepada
hak Lain semula Rp 10. 192.705.950,00

Rp867.582.000,00 men-iadi

Rp11.060.287 950,00;

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun

memperha-tikan asa- -s keps-.1-utal1-

tas dan efektivitas dalam pencapaian

, kegiatan dan sub kegiatan
rah guna mencapai target kinerja yang
arkan visi dan misi kepala daerah vans
RPJMDIRPD dan dijabarkan dalam
sebagaimana maksud butir 3.4.1.2. 1.c

an Menteri Dalam Negeri Nomor 15

dan dalam pelaksanaannva tetap
aspek efisiensi, serta penghematan

ar dan disesuaikan dengan
ta pada rnasing-masing kegiatan

ud Pasal 3 ayat tl) Peraturan
r 12 Tahun 2Oi9.

a barang untuk dijual/diserahkan
t/pihak ketigai pihak lain dianggarkan

,i balgun atas barang yang a]<an

masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
a yang terkait langsung dengan

sampai siap diberikan,
ud butir 3.4. 1.2. 1.e Lampiran

Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

n/atau Jasa untuk Diberikan kepada
etiga/Pihak Lain / Masyarakat

4.fstrl Q,4go/a da-!"i total helanja. daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

n APBD Tahun Anggaran 2O25,tentang Perubah

I Ar\



yang diuraikan k
Diberikan kepa
Rp6.23 i.40O.O0O

obiek belanja:

{a} Belanja H

Rp180.oOO.O

(b) Belanja Pe

Rp558.000.0
(c) Belanja Beasi
(d) Belanja Pe

Rp508.9oo.
dianggarkan
Kabupaten f)e
Anggaran 2025
kewajaran, rasi
sasaran
pemerintahan
ditetapkan ber
tertuang riaiam
Perubahan RKP

[,ampiran Pera

Tahun 2024.

Selanjutnya,
kepada Pihak
diberikan an
pada kegiatan
penghargaan a
masyarakat,
akibat penggu

Kabupat
proyek strat
nasional se

Peraturan Men

Berkaitan dengan
untuk Dijual/Diser
untuk Diberikan
Lain agar memperh

(1) bagian yang ti
target kineia
dijabarkan dal

(2! tujuan kegia

en Dei

dalam rincian objek Belanja Uang yang

Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
0O, yang diuraikan ke dalam sub rincian

yang Bersifat Perlombaan

,o0;
ghargaan atas Suatu Prestasi

,00;
wa Rp4.984.5O0.0O0,0O; dan
ganan Dampak Sosial Kem asyarakatan

,00;
d Rancangan Peraturan Daerah

tentang Perubahan APBD Tahun
gan memperhatikan asas kepatutan,
tas oan eiektivitas daiam pencapaian

, kegiatan dan sub kegiatan
guna mencapai target kinerja yang

visi dan misi kepala daerah yang
RPJMD/RPD cian riijabarkan ciaiam

, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c
Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Belanja Uang yang Diberikan

/ Pihak Lain/ Masyarakat dimaksud
lain dalam bentuk pemberian hadiah
yang bersifat perlombaan atau

suatu prestasi, beasiswa keparia
dampak sosial kemasyaratatan

tanah milik Pemerintah Daerah
untuk pelaksanaan pembangunal

nasionai <ian non proyek strategis
maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran

Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

tersetrut, pengarggaran Belanja Barang
kan serta Belanja Uang dan/atau Jasa

da Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak
tikan

terpisahkan dari rangkaian pencapaian
g tertuang dalam RPJMD/RPD dan

Perubahan RKPD;

tidak termasuk dalam kriteria hibah
1.,,dan bantuan so

(3)memiliki.../81
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{3} memiliki data
SKPD terkait; dan

{4} usulan atas
dilakukan oleh
proposal dari cal

sebagaimana maksu
Lampiran Peraturan
2024.

2) Belanja Jasa
Dp*ralio svr

Rp83.536.972.652,00 b
Rp9 i.574.629.652,OO
dalam Rancangan Pera

Pen:lqh-an APBD

diuraikan ke dalam rin
a) Belanja Jasa

bertambah
D^41"7 aor) rr, o E^nt\tr t t .o,v.v

daiam Rancangan
tentang Perubahan
lain diuraikan ke

trl n0rlurarlur! l\
Pembawa Acara
bertambah
Rp3.95O.275.OOO

(2i Honorarium Tim
Pelaksana Ke

bertambah
Rp4.229.21O.OO0

(3) Belanja Jasa
Rp14.84 i.900.O
menjadi Rp15.79

(4) Belanja .,

Rp13.698.OO0.OO

(5) Belanja Jasa
Rp10.O52.O00.0O
menjadi Rp1O.47

(6) Belanja Kawat
semula
Rp217.237.5OO,

-8 1

informasi yang telah diverifikasi oleh

, uang dan/atau jasa dimaksud
KPD terkait tanpa ada pengajuan
penerima;

butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d
enteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun

Flel-ario - Ic c.a cernrrls

bah Rp8.O37.657.000,00 menjadi
tau 7,087o dari total belanja daerah

Daerah Kabupaten Deiyai tentang
4nsss74n )0?5 vano antara lain
objek belanja:

tor semula Rp71.654.393.000,00
Rp6.235.6 i9.500,o0 menjadi

Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
PBD Tahun Anggaran 2O25, yang antara

sub rincian objek belanja:

urr atau rclnuaItas, wlourl a{.uI ,

Panitia semula Rp3. 152.075.OO0,0O

Rp798.200.0O0,O0 menjadi
00

Kegiatan rian Sekretariat Tim
tan semula Rp2.330.51O.000.OO

Rp I .898.7O0.O00,OO

00;
meniadi

Tenaga Administrasi semula

,OO bertambah Rp956.0OO.0O0,O0

.900.000,0o;

Tenaga Pelayanan Umum

,00;

Tenaga l(eamanan serrrula

,OO bertambah Rp425.O0O.0O0,O0

.ooo.ooo,oo;

Faksimili/Internet/TV Beriangganan
p2.598.531.0OO,0O bertambah
menjadi Rp2.8 15.768.5O0,O0;

(7lBelanja...la2



{7) Belania Lembur
Rp572.414.OOO,

dianggarkan dalam
Deiyai tentang Pe

dengan memperha
rasionalitas dan
program, kegiatan
kebutuhan dan
rangka mencapai tar
standar harga sa

se bagaimana maksu
Nomor 12 Tahun 2O

Selanjutnya, penye

untuk menganggar
pada pertimbangan
dan kontribusi
pelaksanaan pro
Pengangga

kepada ASN d
keahlian/ profesi s

perjanjian / pen

ketentuan perat
mbalan !-ang
layanan antara lain
lainnya, sebagaim
3.4.1.2.2.a.21 Lamp
Nomor 15 Tahun

b) Belanja luran Jam
O,37Yo dari total bel
Daerah Kabupaten
Anggaran 2025,y
belanja:

(L) Dalam rangka m
(a) Belanja Iuran

dan Perangka

(b) Belanja Ban
Peserla PBPU

dianggarkan d
Kabupatcn Deiy
Anggaran 2025 d
dan Kctersed

mula Rp2.41.9.789.000,00 bertambah
menjadi Rp2.992.2O3.O00, O0 ;

Peraturan Daerah Kabupaten
bahan APBD Tahun Angqaran 2O25

kan asas kepatutal, kewajaran,
ktivitas dalam pencapaian sasaran
dan sub kegiatan sesuai dengan
tu pelaksanaan sub kegiatan dalam
t kinerja sub kegiatan dimaksud serta
yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal Ii ayat (1) Peraturan Pemerintah
9

an anggaran Belanja Jasa digunakan
pengadaan jasa yang didasarkan

wa keberadaannya memiliki peranan
ata terhadap pencapaian kinerja
m, kegiatan dan sub kegiatan.

ran Belan a Jasa sebagai imbalan yang diberikan
lata:u Non ASN berdasarkan
a spesilik yang dituangkan dalam
dan besarannya sesuai dengan

perundang-undangan serta sebagai
kepada prha-k larn atas pemberran

strik, air, telepon, internet dan jasa-jasa

maksud butir 3.4. 1.2.2.a.lldan butir
Peraturan Menteri Dalam Negeri

anlAsuransi Rp4.746.609.852,00 atau
a daerah dalam Rancarrgan Peraturan

eiyai tentang Perubahan APBD Tahun
diuraikan ke dala;rn sub rincian objek

udkan UHC yang tercantum pada:

Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa
Desa Rp670. I 34.00O,0O; dan

Iuran Jaminan Kesehatan bagi
an BP Kelas 3 Rp3.175.200.OO0,0O;

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun

rangka Menjamin Keberlangsungan
Pembiayaan Atas Jaminan Layanan

mana maksud butir 3.4.1.2.2-b.61Kesehatan sebag

Lampiran.../83
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mengambil

(.) m

Lampiran Peratu
Tahun2024.
Selanjutnya, Pem

Menteri Dalam Negeri Nomor 15

tah Daerah Kabupaten Deiyai untuk

(a) menganggar

-langkah antara lain:
pembayaran iuran baEI PBI jaminan

kesehatan ses ai dengan kapasitas liskal daerah pada
SKPD yang m yelenggarakan Urusan Pemerintahan
di Bidang Ke hatan pemberi pelayanan kesehatart
untuk pemb 1 (satu) tahun anggaran sesuai

penduduk yang clidaftarkandengan ju
D^---;- +^L -j. ra^ta, !*-.l..- ri!-;.,-i.a.rr r\o. (-, r-(Pa.rLr,, 

',-,\.,J 
a.t'

pembayaran bantuan iuran pada(tr) menganggar
SKPD untuk biayaan 1 (satu) tahun anggaran
sesuai d jumlah penduduk yang mendaftar

Arnryarr rnqnfqql nt lavartart di Kelac

dar/Ruang Perawatan Keias III;
cenar.a rnanrli

Rawat Inap St

(c) datam hal
memiliki t
PPU Peme

Perangkat

ntah Daera-h Kabupaten Deiyai
atas iuran Wajib (IW) bagi peserta

Daerah, iuran Kepala Desa dan
a (KP Desa), kontribusi iuran bagi

peserta PBI, i PBPU Pemerintah Daerah, bantuan
iuran PBPLr/
mandiri pa
Pemerintatr
men kewajiban tunjangan dimaksud dalam
Rancangal
tentang Peru

turan Daerah Kabupaten Deiyai
an APBD Tahun Anggaran 2O25;

sebagaimana ud- -butir 3.4.I.2.2.b.61.a1, butir
butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir3.4.1.2"2.b.6).b),

3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3. .1.2.2.b.61.e1 dan butir
3.4.1.2.2.b.61.f) piran Peraturan Menteri Dalam Negeri
N^-^- r < ,n-L,"- an/)a

Selanjutnya, da rangka me*rrjudkan UHC mencapai
minimal 98% {se bilan puluh delapan persen) dari total
penduduk, erintah Daerah Kabupaten Deiyai
rne*tgartooatkan lanta htran . Iarninan -/,Asr rransi dcn gan

mengambil lan -langkah antara lain:
iuran baik sebagia:r atau seluruhnya

bagi setiap
Pemerintah D

Pelayanan d

penduduk yang didaftarkan oleh
Kabupaten Deiyai dengan manfaat

P dan iuran dan bantuan iuran PBPU

tahun anggaran sebelumnya, maka
Daerah Kabupaten Deiyai untuk

Kelas Rawat Inap Standar/Ruang
III selain PPU dart PBI;Peragratan

-E3-
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(b) wajib melaku

BP Pemerin

ALAS

penganggaran

{c} penga nggaran
PBPU dan BP
Deiyai dengan
buian dengan
Presiden

sebagaimana
Peraturan Ment

Berkaitan de

Kabupaten Dei
(sebagian

Daerahnya d
termasuk m
Daera.hnt'a de

ganda), seb

Lampiran Perat

Tahun 2024.

(2) Penyediaan

(a) Belanja Iuran

dengan JKN m
integrasi jaminan kesehatan daerah
ui kerja sama pendaftaran PBPU dan

Daerah Kabupaten Deiyai dengan BPJS
Kesehatal gu terselenggaranya jaminan kesehatan
bagi seluruh nduduk dan tidak melakukan realokasi

Jt\.lr (lir.r l ursrrBar lB,8,ar Karr l(srJa

daftaran PBPU dan BP Pemerintahsama dalam
Daerah Kabu

Penyelenggara
Tahun 2018

atau

Rp2?1.367.O4

{b} Belanja luran
Rp276.7o8.8
Rp276.708.8

guna terselen ya jaminan kesehatan bagi seiuruh
oenduduk d tidak melakukan realokasi atas

; dan

atas kerja sarria dalam pendaftaran
antara Pemerintah Daerah Kabupaten
BPJS Kesehatan untuk 12 {dua belas)
berpedoman pada Pasal 12 Peraturan

82 Tahun 2018 sebagaimana telah
diulrah bebe pa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nom

ten Deiyai dengan BPJS Kesehatan

r 59 Tahun 2424 da:: Peraturan Badaa
Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6
tentang Administrasi Kepesertaan

,oo;
aminan Kematian bagi Non ASN semula
,OO bertambah RpO,0O menjadi
,oo;

Program.Iami Kesehatan;

ud butir 3.4.1.2.2.b.6|r.g) Lampiran
Daiam Negeri Nomor -r5 Tahun 2O24.

hal tersebut, Pemerintah Daerah
tidak diperkenankan mengelola sendiri

seluruhnya) Jaminan Kesehatan
manfaat yang sama dengan JKN,

lola sebagian Jaminan Kesehatan
skema di luar prograrn JKN {skema

maksud butir 3.4.1.2.2.b.7\
ran Menteri Daiam Negeri Nomor 15

an yang hanya tercantum pada trelanjal

aminan Kecelakaan Ke{a bagi Non ASN
semula Rp22 .367.048,00 bertambah Rp0,0O menjadi

{c} Belanja luran .Iaminan Kecelakaan Ke{a bagi Pekerja
Rentan semu Rp240.0OO.0OO,O0 bertambah Rp0.0O

OOO.OOO,00; danmenjadi Rp24

(d)Belanja... /85
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{d} Belanja luran
semula Rp163
Rpl63.2OO.0

dianggarkan
Kabupaten De

Anggaran 2025
gaji/upah antara
Daerah (PNPNSD

kerja/kontrak
periindungan at
akibat kerja beru
cacat. serta seb

bukan akibat
kematian, se

butir 3.4. 1.2.2.b.

Negeri Nomor L5

c) Penyediaan anggar-

t l\ Ilelqniq Scrva T

total belanja da
Kabupaten
Anggaran 2O25,
rinciarr olriek
Rp96.OO0.00O,OO

{2} Belanja Sewa
Rp 1.574.360.Oo{J
ncnioAi llae 1

bela"qja daerah
Kabupaten De

Anggaran 2O25,
rirrri:an a}:ieh he

(a) Belanja
Rp1.272.000.
menjadi Rp1.

(bi Beianja Sewa
Rp166.910.0
menjadi Rp41

(3) Belanja Sewa
Rp1.327. iO0.

5-

aminan Kematian bagi Pekerja Rentan
2OO.OOO,0O bertambah Rp0,OO menjadi

,00;

Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun

pekerja/ pegawai yang menerima
lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil
yang dipekerj akan melalui perjanjian

sebagai perlindungan kesehatan,
risiko kecelakaan kerja atau penyakit

perawatan, santunan dan tunjangan
perlindungan atas risiko kematian
lakaan kerja berupa santunan

ana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11) dan
2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam
ahun 2O24.

yang tercantum pada:

Rna6 OOO. OOO fiD atat O 01 o/^ d,ari

dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentarg Perubahan APED Tahun

yang hanya diuraikan ke dalam sub
Sewa Tanah l,ar:ansan Parkir Rr

Peralatan dan Mesin semula
OO bertambah Rp594.237.500,OO

qO? qnn nn or^4r, {\ I '7o,/^ Aori t,\tel

dalam Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD Tahun
antara lain diuraikan ke dalam sub

Peralatan Studio Audio semula
00,00 bertambah Rp169.O00.000,0O
41.0O0.O0O,0O; dan

endaraan Bermotor Penumpang semuia
,OO bertambah Rp246.300.OOO,OO

.2 10.O00,oo;

Gedung dan Bangunan semula
OO bertambah Rp1.149.20O.OOO,0O

300.OOO,00 atau O, 19Yo dari totalmenjadi Rp2.476

belanja.../86



6

beianja daerah Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten D tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, y antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek belahja:

(a) Belanja Sewa Sangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
semula Rp8f O.0OO.OO0,0O bertambah
Rp790.000.000,O0 menjadi Rp1.60O.OO0.0OO,0O; dan

(b) Belanja Sewa Hotel semula Rp297.lOO.O00,O0

bertambah Rp359.20O.000,0O menjadi
Rp656.3O0.000,00;

(4) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula
Rp2.95O.000.O00,O0 bertambah Rp50.000.0O0,00
menjadi Rp3.OO0.0O0.O00,OO atau O,23"/o dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai tentang Pen-rbahan APBD Tahun
Anggaran 2O25, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek Elelanja Jasa Konsultansi Berorientasi
Bidang-Keuangan semula Rp 1.950.000.000,00
bertambah Rp5O.OOO.O00,0O menjadi
Rp2.000.OO0.00O,0O;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25,

namun dalam pelalsanaannya disesuaikan dengan
kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan
memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik
Daerah (BMD).

Selanjutnya, apabilla tidak terdapat BMD terkait maka
penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap
memperhatikan asfek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan
kewajaran serta penghematan penggunaan anggar€rn
sebagaimana maksf
Nomor 12 Tahun 2O

Selanjutnya, selisih
tersebut dialihkan
rangka peningkata!
daerah dengan did]
BMD yang disusun t
ketersediaan BMD l]
dimaksud berpedoJ
kebutuhan dan/atf
Pasal 9 ayat (i) dan
Tahun 2014 sebagaf

Ld Pasal 3 ayat (l) Peraturan Pemerintah
19.

lebih dari efisiensi penyediaan anggaran
ke dalam jenis Belanja Modal dalam
r kuantitas dan kualitas fasilitas aset
asarkan pada perencanaan kebutuhan
lengan memperhatikan kebutuhan serta
,ang ada. Perencanaan kebutuhan BMD
man pada standar barang, standar
u standar harga sebagaimana maksud
ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27
mana telah diubah dcngan

Peraturan... / 87



Peraturan Pemerin
Menteri Dalam Neg

telah diubah dengan
7 Tahun 2O24 dan
Dalam Negeri Nomor

d) eeianja Kursusf Pe

serta Pendidikan d

berkurang Rp191.4
atau 0,02% dari t
Peraturan Daerah
APBD Tahun An
sub rincian objek be

{1) Belania Kursus S

(2) Belanj a Diklat K
berkurang
Rp191.5o0.OoO,

dianggarkan dalam
Deiyai tentang
daiam rangka peni
dan pelatihan atau
rangka sertifikasi
pimpinan tinggi, ja
Pimpinan dan An
dibutuhkan dan d
selektil, efisiensi
daerah serta terti
memperhatikan as

muat.an substansi
advokasi dan pelav

akan diperoleh se

butir 3.4.I.2.2.i.3j
Nomor 15 Tahun 2O

Selanjutnya, pen
Kegiatan Penin
Rp3.925.OO9.30O,0

Rp4.525.O09.300,o
Peraturan Daerah
APBD Tahun An
Peraturan Menten
tentang Orientasi
Perwakilan Rakyat
Rakvat Daerah Kab

dengan.../88

Nomor 28 Tahun 2O2O, Peraturan
Nomor 19 Tahun 2O16 sebagaimana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nlomor
tir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri
l5 Tahun 2O24.

tihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis
Pelatihan semula Rp438.5O9.80O,0O

.0O0,00 menjadi Rp247. 109.8O0,O0

tal belanja daerah dalam Rancangan
bupaten Deiyai tentang Perubahan
'2025, yang hanya drurarkan ke daiam
a:

gkat/ Pelatihan Rp55.6O9.8OO,OO dan

pemimpinan semula Rp382.900.O00,0O
Rp- 191.4O0.000,00 menjadi

gan Peraturan Daerah Katrupaten
bahan APBD Tahun Anggaran 2025

tan kompetensi meialui pendidikan
kegiatan sejenis, uji kompetensi daiam
ompetensi bagi setiap ASN (iabatan
tan administrasi, jabatan fungsional),
ta DPRD, serta ursur lainnya yang

am pelaksanaannya dilakukan secara
efektivitas penggunaan ang!{aran

anggaran dan administrasi dengan
urgensi, kualitas penyelenggaraan,

kompetensi narasumber, kualitas
an penyelenggara serta manfaat yang

mana maksud butir 3.4.1.2.2.{.21 dan
piran Peraturan Mentcri Daiam Negeri

4.

iaan anggaran yang tercantum pada
tan Kapasitas DPRD semula
bertambah Rp6O0.O0O.000,OO menjadi

dianggarkan dalam Rancangan
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan

2025 dengan berpedoman pada
alam Negen Nomor 133 Tahun 2017

Pendalaman Tugas Angqota Dewan
aerah Provinsi dan Dewan Perrx'akilan

paten/ Kota sebagaimana telah diubah

-87



8-

dengan Peraturan enteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 133 Tahun 2O 17 tentang Orientasi dan

Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Ralcyat

Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah

Kabupaten/ Kota datl butir 3.4. 1. 2.2.f.2) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau
sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah
Kabupaten Deiyai harus dilakukan secara sangat selektif
sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas
sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang
kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f .2l.bl
[,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun
2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi informasi, efektivitas dan elisiensi pendanaan
penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan
pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya
dapat dilaksanakan secara uirtual maupun hllbrid,
sebagaimana maksud butir 3.4. 1.2.2.f.4) l,ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

e) Belanja Jasa Insentif bagl Pegawai Non ASN atas Pemungutan
Pajak Daerah semula Rp75O.000.O00,00 bertambah
Rp2O0.O00.0OO,O0 menjadi Rp950.000.0O0,00 atau O,07%o

dari tota-l belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek
Belanja Jasa Insentif bagl Pegawai Non ASN atas Pemungutan
Pajak Kendaraan Bermotor semula Rp75O.0OO.0OO,0O

bertambah Rp2O0.$t00.000,00 menjadi Rp950.000.000,00,
dianggarkan dalam ancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang
dengan berpedo
Pemerintah Nomor

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggar
Rp747.352.O0O,OO b

bahan APBD Tahun Anggaran 2O25,
pada pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan
9 Tahun 20i0.

Belanja Pemeliharaan semula
bah Rp3.500.OOO.OOO,OO menjadi

Rp4.247.352.O0O,OO a u 0,33% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peratur Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tah n Anggaran 2025, yang hanya diuraikan
ke dalam rincian objek belanja:

a)Belanja.../89
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a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Rp747.352.OOO,OO atau 0,06% dari total belanja daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaral 2025, yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja

Pemeliharaan Alat Besar-Aiat Bantu-Alat Bantu Lainnya
Rp681.730.00O,0o;

b) Belanja Pemelihara
tidak dianggarkan,

Jalan, Jaringan dan Irigasi semula
dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Deiyai te tang Perubahan APBD Tahun AngS;aran

2025 d-ranggarkan .500.000.000,00 atau 0,27vo dari total
belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek

Beianja Pemeiiharaan Bangu.nan Air-Bangu.nan Pengaman

Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-
Bangunan Pembuang Pengaman Sungai semula tidak
dianggarkan, dal4m Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai te
2025 dianggarkan R

dianggarkan dalam Ri

Deiyai tentang Peruba

ntangi Perubahan APBD Tahun Anggaran

1p3.500.000.0O0,O0;

fncangan 
Peraturan Daerah Kabupaten

han APBD Tahun Anggaran 2025 yang
berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang
atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar
kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam
pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas,
efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-ma kegiatan sebagaimana maksud Pasal

3 ayat (1) Peraturan Pe erintah Nomor 12 Tahun 20 i9 dan butir
3.4.1.2.3.a Lampiran
Tahun 2O24.

aturan Menteri Dalam Nege ri Nomor 15

Selanjutnya, pengang*aran pemeliharaan BMD .yang berada
dalam penguasaan pongelola barang, pengguna barang atau
kuasa pngguna barang berpedoman pada:

a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud
Pasal 46 ayat {1} dan ayat (2} Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2O14 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2A dan Peraturan Mcntcri

ir 19 Tahun 2O16 sebagaimana telahDalam Ncgeri Nomo

diubah.../9O
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diubah dengan Peratural Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 2O24; dan

b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan
untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan
dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kaltor ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Bclanja Perjalanan Dinas

Penverliaan artocaratl Relania Perialen_an Dinas Semule
Rp7 9 .322.37 2. OOO,O0 berkurang Rp29 .27 7 . I O 1. 000,00 menjadi
Rp50.045.271.000,00 stau 3,87% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahr:t
ke dalam rincian objek
semula Rp79.322.372.1
menjadi RpSO.045.271

tentang Perubahan API

diuraikan ke dalam sui

n Anggaran 2!)25, yang hanya diuraikan
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

)OO,OO berkurang Rp29.277. 10 1.OO0,OO

.000,00 atau 3,877o Kabupaten Deiyai
BD Tahun Anggaran 2O25, yang hanya
r rincian objek belanja:

a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula
Rp79.322.372.000,00 berkurang Rp29.277.701.000,00
mr-nierli Rn.SO O45 ?7,| .0OO.OO varrs er.Ttare lain terca.ntum
pada:

(l) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp2l.716.16f .OO0,0O

berkurang Rp-5.146.469.000,00 menjadi
D^t 1 cAl\ AI\a f\I\11 rl-rt -+^,, 'r1 1 1o,/- )^-; +^+-l El-I-6;6r\P r, \J. \rU 7.rr 74.\,rvirrrrt, Lvrar .JrrarrJo

Pedalanan Dinas Biasa; dan

(2) SKPD Dinas Kesehatan semula Rp 14.929.95O.0OO,O0

berkurang Rp-2.909.131.000,00 menjadi
Kp L Z.VzV,6 |Y.UUU,UU ALa(f Z+,VZ-/o Uelrr roLar Ererarua

Pe{alaaal Dinas Biasa;

b) Selain itu, penyediaFn anggtran perjalanan dinas pada:

(1) SKPD Sekreta

berkurang
Rp4.489. r55.OOC

Sekretariat Daerr

(2) SKPD Sekretarir
berkurang
Rp16.569.692.O(

triat semula Rp13.O43.273.O00,0O

Rp8.554. I 18.000,00 menjadi

f 
,00 atau 3,27o/o dan total belanja pada

[h 
Rn I 37.+82.402.633,00; dan

[t DPRD semula Rp2 l.7l6.16l.O0O,OO
RpS.146.a69.000,00 menjadi

[0,O0 "tr., 26,330/o dari total belanja pada

Sekretariat DPRD Rp62.936.554.553,OO;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas,

efisiensi... /91
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Penganggaran Beianja
Kota digunakan untuk
pertemuan, atau sej

pemerintah daerah di d

pcnyelesaian pekerjaan
bersifat koordinatif yan
luar SKPD atau mar

Perj aianan Dinas Paket Meeting Daiam
pedalanan dinas dalam rangka rapat,

[nisnVa yang diselenggarakan oleh

falam kota di luar kantor dalam rangka
yang perlu ollaKuKan sccara lntens oan
p RaIinS sedikit melibatkan peserta dari
tyarakat sebagaimana maksud butir

1

efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan

penggunaan anggar.rn dan disesuaikan dengan kebutuhan
nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasa-l

3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan

dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif,

frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan

memperhatrkan target kmerJ a dan per] alanan dtnas dlmaksud
sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah

dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel
sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor i5 Tahun 2O24.

Selanjutnya, hasil ra$ionalisasi Belanja Perjalanan Dinas
dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan
dan sub kegiatan prii
Perubahan RKPD. Peru]

menunjang pencapalan
belas) Program Priorital
ekonomi sebesar 4o/a

kewenangan Pemerintat]
inflasi, mcmenuhi aloli

:ritas sebagaimana tercantum dalam
bahan KUA dan Perubahan PPAS yang
8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh
, serta mendukung target pertumbuhan
, (delapan persen) sesuai dengan
r Daerah Kabupaten Deiyar, penanganan

:asi anggaran Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Ddlam Negeri dan Produk Usaha Mikro,
Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentring Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 sekurang-kurangtya 40% (empat puluh persen) dari total
Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja
Modal Tanah, memenuhi alokasi €rnggaran Fungsi Pendidikan
sekurang-i<urangrya 20% (dua puluh perseni dari torai ireianja
daerah, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan
Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah
Kabupaten Deiyai paling sedikit sebesar 0,75olo (nol koma tujuh
prrirrh iima perseni dari to-ai -ueifra tr-aerah dan diatas
Rp10.00O.O00.O0O,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat
sesuai dengan ketentuarn peraturan perundang-undangan.

3.4.1 .2.4.a1.6) Lampirad Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
i5 Tahun 2O24.

Penganggaran.../92
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Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
digunaka,n untuk perjplanan dinas dalam rangka rapat,
pertemuafl, atau sejlnisnya yang diselenggarakan oleh
pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian
peke{aan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat
koordinatif yang paling sedikit melibatl<an peserta dari luar
SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir
3.4.1.2.4.a1.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2024

Penganggaran Belanja alanan Dinas ke Luar Negeri dapat
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahao APBD Tahun Angga-ran 2025 dengan
berpecloman pada Instiuksi Presiden Nomor 1l Tahun 2OOS

tentang Perjalanan Dinfls Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang
berlaku pada sebagdmana maksud butir 3.4.1.2.4.c.21
Lampiran Peraturan Ufnteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2C,24.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam
pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis
dan priontas berkaitfn dengan penyelenggaraan pemerintah;

b) transparansi dan akr]rntabilitas;

c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian
target dan indikator kine{a Pemerintah Daeral Kabupaten
Deiyai;

d) efisiensi dan efektM{as penggunaan anggaran;

e) kesesuaian dengan felalsanaan fungsi, tugas dan wewenang
dalam penyelenggardan pemerintahan;

f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja
Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud lasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahuri 2O19.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan
efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan
pcnggunaan anggaran rlegara, Bclanja Perjalanan Dinas ke Luar

dengan sangat selektif hanya untuk

kepentingan.../93

Negeri herus di lakr: kan



-93-

kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan

penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang

pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan

dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas
yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas,

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11

Tahun 2005.

Dalam hal Pemerintah
penambahan alokasi an
Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Deiyai melakukan

Belanja Perjalanan Dinas dalam
Daerah Kabupaten Deiyai tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penambahan alokasi

anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dianegarkan
sepanjang telah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor I
Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O25 dan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 9OO/833/SJ tanggal
23 Februari 2025 ten Penyesuaian Pendapatan dan Efi siensi

Anggaran Pendapatan dan Belanja
2025 dengan memperhatikan urgensi
gkatan kesejahteraan masyarakat dan

Belanja Daerah D

Daerah Tahun Anpgar

dan manfaat untuk pen

harus diprioritaskan urltuk kegatan yang memiliki output yar.g
jelas dan terukur, mempertimbangkan kemampuan keuangan
daerah, serta tidak berbenturan dengan program prioritas yang

telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Bela;rja Hibah semula Rp77.f 75.f 00.OO0,0O

bertambah Rpl 1.555. 185
atau 6,860lo dari total bela
Daeratr Kabupaten Deiyr

Anggaran 2025 yang antar

t563,OO menjadi Rp88.730.285.563,00

pja daerah dalam Rancangan Peraturan

Br tentang Perubahan APBD Tahun
f hin aiuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Hibah kepada Badan, L,embaga, C)rganisasi

Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula
Rp50.4 1 6.482.0OO,OO bertambah Rp 1 1. 555. 1 85. 563,00 menjadi
Rp61.971.667.563,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat
Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan
Peratutan Perundang-Undangan semula
Rp13.95O.OOO.00O,O bertambah Rp3.415.600.OO0,O0
mcnjadi Rp17.365.6 .ooo,oo;

b)Belanja.../94
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b) Belanja Hibah kepada Badan dan kmbaga Nirlaba, Sukarela
dan Sosial yang Telalr Memiliki Surat Keterangan Terdaftar
semula Rp200.000.0O0,O0 bertambah Rp990.000.OO0,OO

menjadi Rp 1. 19o.o0o10o0,oo; dan

c) Belanja Hibah kepada] Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela
Bersifat Sosia-l Kemasyarakatan semula
Rp36.266.482.0O0,00 bertambah Rp7.149.585.563,00
meniadi Rp43.4 I 6.061.563.00;

2) Belanja Hibah Dana BO$ Rp23.753.370.000,00 yang diuraikan
ke dalam rincian objek bllanja:

a) Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas
Negeri Rp22.649.8 I 0.tlOO,OO; dan

b) Belanja Hibah Uang Dgna BOS yang Diterima oleh Satdikmen
s\rrasfa Pnl I o3 56ft AOO OO.

dianggarkan dalam Rancanlan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang

terakhir dengan Undang-Un ang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2O12 tentang Hibah Daerah, Pasal 62

Peraturan Pemerintah Nomor I2 Tahun 2019, Peraturan Menteri
n6l6h NAdF; N^^^- 7'7 Tolrrrn 1A?O rJon lrrrtir 'l a I q. I olmrirqn

Peraturan Menteri Dalam Nggeri Nomor l5 Tahun 2024.

Selanjutnya, da-lam hal PCmerintah Daerah Kabupaten Deiyai
belum memprioritaskan plmenuhan belanja untuk mendanai

D---;-+^L.'- ru-;;}r ,Jdh I tnrc.rF D-tu;htqlroi Dil;hrr,r rr qlrv

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yarlg
menjadi kewenangan Femerintah Daerah Kabupaten Deiyai, urusan
Pemcrintahan Wajib benlpa pemenuhan SPM serta untuk
mendanai program. kegiatan dan sub kegiatan prioritas vang terkait
langsung dengan pelayaJran dasar masyarakat dimaksud,
penyediaan anggarzrn belln:a hibah harus dialihkan untuk
mendanai program, kegihtan dan sub kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dallm Perubahan RKPD, Perubahan KUA

dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi
Asta Cita dan 17 (tujuh bel{s) Program Prioritas serta mendukung
target pertumbuhan ekonomi sebesar 8olo fdelapan persen] sesuai
dengan kewenangan Pembrintah Daerah Kabupaten Deiyai,
penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggaran Percepatan
Peningkatan Penggunaan prbaut Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
ll -^-^-- .tn -rE ^^t-..-^-- t-.,-^---,^ A t\o,/ l^^-L -,,1,,L -^-^-r
^rrtsBd-r 

a.r r z\-rzrJ ''Lral'rrd.rrB-r\.lrdrrSrrJa 'T\., /u tLrrrPa.r Purrrrr [,,Lrrur{
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dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar
Belanja Modal Tanah, memenuhi alokasi anggaran Fungsi
Pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total
belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka
Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD lnspektorat
Daerah Kabupaten Deiyai paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma
t-rijuh puluir lin-ra perserrj daii totai L'eiimja daerah dan diatas
Rp10.00O.0OO.0O0,O0 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
ri^l-- t--t Er----:-;^l- n-^-l- L/^|.--^L^- rt-:,-j .^t-l-ucrlct)rL llan rcrrlcl rrlr,d,ll lrctclcLll I\dr_ruPd(crr !,rc.r_Y dlt Lct.t.tt

memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan Walib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran
BeJaqia Hihah dapat diaaggarkaro separrjareS telah memenuhi
persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiya-i sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud
Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2O 14, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2O19 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24, kecuali ditentukan
iain oieh ketentuan peraturan perunciang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggun giawaban nya harus dij amin efektMtas
kebenaran tujuan dari penyedia€rn Ernggaran dimaksud melalui
serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah
rnendapatkan pertimbangan Tim Angzran Pemerin-Lah Daerau\

(TAPD) serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun
2025, sehingga penyediaan anggarar tersebut tepat sasaran dan
tepat jumlah.

Selnrrjutrrya, pengar-rgga.-r-ari Belartja tf'rbah terka.it iii-Llsarr dafl
kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait,
Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan
dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan
kewenangaa dan tuges fungsrrlya serlaregkan Belareja tlihqh vanq
bukan menjadi urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada
Sel<retariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Larnpiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
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2lBelanja.../97

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus
berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum
pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD,

Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanj u tnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja
Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rpl50.O0O.OO0,0O
atau 0,01o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25 dan diberikan secara proporsional kepada partai
politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor I

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik clan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggunglawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 36 Tahun 201.8 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik
sebagimana maksu<i butir 3.4. i.5.e.6i i,ampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2O24.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penvediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial semula

Rp18.570.0OO.0O0,00 berkurang Rp-10O.000.00O,00 menjadi
Rp18.470.OO0.OOO,0O atau 1,43%. dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O25, yang hanya diuraikan ke dalam objek
belanja:

1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula
Rp9.570.0OO.0O0,OO berkurang RplOO.0OO.O00,O0 menjadi
D^t\ A'21-\ /_r/\11 n/lrl l\ft -.^-n t-^^,.- ai..*:l--- l-^ a^l-^ -:-^;-^r\P 7.- ' Jat,6 rro.^,J,a

objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu semula Rp9.57O.OOO.0O0,O0 berkurang
Rp I OO.0OO.OO0,OO menjadi Rp9. 47O.OOO.OOO,OO; dan
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2) Belania Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Rp9.000.0O0.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Kelompok Masyarakat Rp9.000.000.OO0,00;

dianglarkal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kalrupaten
Deivai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan
berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan
Pemerintah Nomor i2 Tahun 2O19, Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai
belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai
urusan Pemerintahan Wajib dan Umsan Pemerintaha:r Pilihan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,
urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk
mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang
terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud,
penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan
untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA
dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi
Asta Cita dan l7 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung
target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai
dengan kewenangaa Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,
penanganan inflasi, memenuhi alokasi anggar€rn Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anglaran 2O25 sekurang-kurangnya 4Oo/o (empat puluh persen)

dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar
Belanja Modal Tanah, memenuhi alokasi anggar€rn Fungsi
Penciiciikan sekurang-kurangnya 2Oc/o id:oa puluh perseni dari iottil
belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka
Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat
Daerah Kabupaten Deiyai paling sedikit sebesar o,75olo (nol koma
IqJurr PLrrLtrt llrrra PctsErl, uarl lurclr u!raluct Llcrcr cr.ll (lcur (lrcrrds

RplO.OO0.0OO.OO0,0O (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai telah
memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai
kemampaun keuangan daerah sesuai dengan kemampaun
keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial
dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan
berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga,
kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bcrtujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjaciinya resiko sosiai, kecuali daiam kea<iaan

tertenfu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat
(4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2O23, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20i2, Pasai 63
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

Pelaksanaan dan pertanggungiawabannya harus dijamin
efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud
melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah
mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam
Perubahan RKPD Tahun 2025, sehiagga penyediaan €rnggEran

tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana maksud
butir 3.4.1.6j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2O24.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan

kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait
sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan

kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD

Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam menganggarkan
Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan
kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat harus
mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat
penerima dan besarannya pada saat pen)'usunan Rancangan

Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b)
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Be.lanja Bantuan Sosial juga harus
berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang

tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan
RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya.../99
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Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk
mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui
program bantuan sosial aatara lain sebagai berikut:

1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan,
program sembako dan bantual beras;

2) ban tuan sosia.l khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT)

desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up
bantuan sosial reguler dan bantuan bcras; dan

3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) sep€rti bantuan asistensi
rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus

{disabilitas dan lanjut usia};

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Penvediaan rrnggara.n Belanja Mndal semula Rp264.855.464.26a.OO
bertambah Rp54.839.574.395,00 menjadi Rp3 1 9.695.038.663,00 atau
24,73'h total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25,
dialggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dei.vai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaral 2O25, dianggarkan dalam
Rancangpn Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan
dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung
dengan peningkatan peiayanan pubiik serta pertumbuhan ekonomi
daerah, sebagaimana mahsud butir 3.4.2.d.l) Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

a. perencanaan kebutuhan BM-u yang mendu'rung tugas dan iungsi
SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan

b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
.lM f-',rt;- a n- a t I 6^;-d- Darattttan L.traa+ari Dala Nreri N^mr t <pqr@^r . rualr r

Tahun 2024.

Pen1rdiaan.../ 1O0
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Penvediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.760.OOO.OO0.O0 atau
O,2lo/o dan total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja
Modal Tanah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O25 dianggarkan Rp2.760.OOO.OO0,0O atau
O,27o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
An6i6;aran 2O25, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Modal Tanah Persil semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp2.76O.00O.000,00,
yang diuraikan pada sub rincian objek beianja:

l) Belanja Modal Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat
Tinggal semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Ang;aran 2O25 diangS;arkan Rp1.0O0.O00.OOO,00;

2) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula tidak dianggarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp1.76O.0O0.OOO,o0;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Taiun 2027 tentang
Penyelenggaraal Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk
Kepentingan Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72

Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Unluk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Perubahan APBD dan
butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2O24;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp26.333.7a5.553,OO
bertambah Rp2.061.568.383,00 menjadi Rp28.395.313.936,0O
atan 2,2Oo/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Pembahan APBD Tahun
Anggaran 2025, yang anta-ra lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1)Belanja.../ 101
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l) Beiarja Modal Alat Besar semula Rp408.258.3O0,00 bertambah
Rp689.495.119,00 menjadi Rp1.097.753.419,0O atau 0,087o

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Alat Besar Darat Rp349.92O.000,00, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal
Mesin Proses Rp349.920.00O,00;

b) Belanja Moclal Alat Bantu semula Rp58.338.3OO,00
bertambah Rp689.495.119,00 menjadi Rp747.833.419,00
yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Beianja
Modal Alat Pengolahan Air Kotor semula tidak dian6;6iarkan,
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp747.833.419,00;

2) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rpl1.479.4OO.000,00
bertambah Rp7OO.OOO.0OO,OO menjadi Rpl2.179.400.OOO.OO

atau 0,9470 dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Ang8laran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian
objek Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula
Rp11.479.400.000,00 bertambah Rp7O0.0OO.0O0,OO menjadi
Rp12.179.400.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang
Rp9.279.4O0.000,O0;

b) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus
Rp2.40O.00O.0O0,0O;

3) Belanj a Modal Alat Pertanian Rp2.382.625.300,00 atau 0, 18o1,

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerai
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja
Modal Alat Pengolahan Rp2.382.625,300,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat
Produksi Perikanan Rp2.382.625.3OO,0O;

4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula
Rp3.573.916.80O,00 bertambah Rp788.057.464,O0 menjadi
Rp4.36 I .97 4 .264,OO atau O,349lo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentan€i
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25, yang antara lain

diuraikan. .. / 102
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diuraikan ke dalam rincian obiek Belanja Modal Alat Rumah
Tangga semula Rp3. 1l5.639.000,00 bertambah
Rp788.057.464,0O menjadi Rp3.903.69 6.464,OO, yang antara
lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

a) Belanja Moda-l Mebel semula Rpl.484.666.700,00 bertambah
Rp I39.247 .464,0O menjadi Rp 1. 623.9 14. I 64,00 ;

b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

semula Rp325.477.600,00 bertambah Rp630.214.200,0O
menjadi Rp955.69 1.80O,0O;

5) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp1.668.O2O.000,00

berkurang Rp55.682.O0O,00 menjadi Rp1.612.338.000,00 atau
O,12"/s dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan
Dacrah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2O25, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula
Rp1.668.02O.000,00 berkurang Rp55.682.0O0,00 menjadi
Rpl.612.338.OOO,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Kejuruan
Rpl .570.O82.OOO,OO;

6) Belanja Modal Komputer semula Rp2.350.518.i00,00
bertambah Rp439.185.300,00 menjadi Rp2.789.703.400,00
atau O,22o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O25, yang diuraikan ke dalam rincian objek
belanja:

a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp1.709.800.0O0,OO

bertambah Rp 1 46. 500.O00,00 menjadi Rp 1.856.300.O00,00
yang hanya diuraikan ke da-lam sub rincian objek Belanja
Modal Petsonal Computer semula Rp 1.7O9.8OO.OO0,OO

bertambah Rp146.500.0OO,00 menjadi Rp 1.856.30O.0O0,00;

b) Belanja Moda.l Peralatan Komputer semula
Rp64O.7l8.1OO,O0 bertambah Rp292.685.300,00 menjadi
Rp933.403.a00,O0 yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Peralatan Jaringan semula
RpS16.529.50O,00 bertambah Rpf33.650.000,00 menjadi
Rp65O. 179.500,O0;

7) Belanja Modal Rambu-Rambu Rp993.268.000,00 atau 0,08%

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja
Modal Rambu-Rambu l"alu Lintas Darat Rp993.268.OOO,O0,
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yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya
Rpe93.268.o0o,oo;

Belanja Modal Gedung dan Bangunafl semula
Rp98.266.932.968,00 berkurang Rp10.178.954.963,00 menjadi
Rp88.O87.978.OO5,00 atau 6,81% dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2A25, yang diuraikan ke dalarn oblek
bclanja:
I I Flclrnia l\rlnrl-a I Rancnrnqrr (lpAtrno ccrnrrl-a prrRT -qq-< jlAA q3A On

berkurang Rp7. 184.75a.963,00 menjadi Rp80.410.643.975,00
atau 6,220/o dari total beianja daerah dalam Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Aaggaran 20-25, ya, ng diuralkan- ke dalam nnciao objek

belanja:
a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Xerja semula

Rp62.802.379.378,00 Lrerkurang Rp2.449.421.163,0O
menjadi Rp60.352.958.215,O0, yang antara lain diuraikan ke

dalam sub rincian objek belanja:

{l}Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula
RpS1.898.113.857,00 berkurang Rp2.O04.163.051,00
menjadi Rp49.893.950. 8O6.0O;

(2) Belanja Moda-l Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
Rpl.68O.OOO.OOO,OO;

{3) Belanja Modal Bangunan Parkir semula
Rp999.666.OOO,OO bertambah Rp5O0. 334.000,00 menjadi
Rp1.s00.000.000,0o;

{a} Belanja Modal Taman semula Rp6.595.915.52 l,OO

berkurang Rp345.732.112,O0 menjadi
Rp6.250.183.409,0O;

b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggaf semula
Rp24.793.019.560,0O berkurang Rp4.735.333.80O,OO

menjadi Rp20.057.685.760,00 yang diuraikan ke dalam sub

rincian objek belanja:
(1) Belanja Modal Rumah Negara Golongan I

Rpr0.336.1 11.76O,00;

{2) Belanja Modal Mess/Wisma/Bungalow/Tempat
Peristirahatan semula Rp1 4.456.907.800,00 berkurang
Rp8. I 35.333.8O0,O0 menjadi Rp6.32 1 .574.OO0,0O;

(3) Belanja Modal Asrama semula tidak dianggarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp3.4OO.ooo.OOO,0O;
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2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula
Rp I O.67 I .534.030,00 berkurang Rp2.994. 200.OO0,00 menjadi
Rp7.677.334.030,00 atau O,597o dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan
ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu /Tanda Batas semula
Rp 1 O. 67 1 . 534.030,00 berkurang Rp2.99 4.2OO.000,OO menjadi
Rp7.677.334.O3O,O0 yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Pagar semula Rp1O.574.254.O3O,OO

berkurang Rp2.943.OO0.OOO,OO menjadi Rp7.631.254.030,0O;

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan lrigasi semula
Rp I 38.3a2.626.200,00 bertambah Rp59.7 I 0.020.975,OO menjadi
Rp198.O52.647.175,OO atau 15,32"h dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2A-25, yang antara iain
diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula
Rp128.438.469.20O,O0 bertambah Rp55.339-780.975,00
menjadi Rpi83.778.250.i75,00 atau i4,22nio dari totai beianja
daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan
ke dalam rincian objek belanja:

ai Beianja ivtodai Jaian semnia Rpi26.6i3.864.zOC,,frO
bertambah Rp55.339.780.975,00 menjadi
Rp181.953.645.175,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belanja Modal Jalan Kabupaten semula
Pnl1F.' 1.,12 96-4 ln0 Dn lprf.crrrlr.alr Prrll ??Q 7 9,O A7q On

menjadi Rp 18 1.953.645. 1 75,00;

b) Belanja Modal Jembatan Rpl.824.605.000,0O, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Beianja Modal
Jembaf-an Lainnya R.p I . 824. 605 000,00 ;

2) Belanja Modal Bangunan Air Rp8.776.157.OOO,00 atau O,680lo

dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belarla:
a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp3.287.0O5.O00,00

yang hanya dir.rraikan ke dalam sub rincian objek Belanja
Modal Bangunan Pembawa lrigasi Rp3.287.0O5.O00,00;

b) Belanja Modal Bangunan Pengamal Sungai/ Pantai dan
Penanggulangan Bencana Alam Rp3.989. 152.0O0,O0, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal
Bangunan Pengaman SungailPantai dan Penanggulangan
Bencana Alam Lainnya Rp3.989. 152.000,O0;
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3) Belanja Modal Jaringan semula tidak diangqarkan, dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp5.448.240.O0O,0O ata,l O,42Vo dari total belanja daerah dalam
Rancengan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan
ke daiam rinsian objek Beianja lviodai jaringarr Listrik semuia
tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dianggarkan Rp5.448.240.O0O,O0 yang hanya diuraikan ke
dalam sub rincian objek Belanja Modal -laringan Lisr-:-ik Lainnya
semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Angga-ran
2O25 dianggarkan RpS.448.240.00O,00;

e. Belaoja Moda.l ,{set Laimya semula Bp4O3.OOO-OOO,O0 LrerJambah

Rp755.590.O00,O0 menjadi Rp1.158.590.000,00 atau 0,097o dari
tota-l belanja daerah dalam Rancangan Feraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset
Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp403.0O0.OOO,O0

bertambah Rp755.59O.OOO,O0 menjadi Rp1.158.59O.O00,O0 yang
hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud semula Rp4O3.OOO.OO0,OO bertambah Rp755.59O.000,00
menjadi RpI.158.590.000,00 yang hanya diuraikan ke da.lam sub
rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwrrjud-Software semula
Rp403.O00.OO0,O0 bertambah Rp755.590.000,O0 menjadi
Rp l,158.590.0O0,O0;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria
mempunyai masa manfaat lebih dari l2 {dua belas) buian, digunakan
dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimai
kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah,
berwujud atau tidak berurrjud, biaya perolehan aset tetap dapat
diukur secara anda-l, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh
atau ciibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana

maksud Pasal 64 Peratural Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan
keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif,
transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan
mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan
dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2O22 tanggal30 Maret 2O22

dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15

Tahun 2024.
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Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan
standarisasi sarana dan prasar€rna kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 1l Tahun 2OO7 dan butir 3.4.2.k
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Moclal
Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp2.492.732.600,00
berkurang Rp751.600.OO0,O0 menjadi Rp1.741.132.600,00 atau
0,13% dari totai belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a. Belanja Modal Alat Kedokteran Rp4O7.783.3OO,OO yang han-ya

diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran
Umum Rp407.783.3O0,0O;

b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp2.084.949.3O0,O0
berkurang Rp751.6O0.O0O,00 menjadi Rp1.333.349.3O0,0O, yang
hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat
Kesehatan Umum Lainnya semula Rp2.084.949.3OO,00 berkurang
Rp751.6OO.OOO,O0 menjadi Rp1.333.349.3O0,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Dei.yai

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam
pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan maafaat Alat-Alat
kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif
dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyaralat, sekaligus
tersedianya pelayanan purna jual untu* keberlangsungan operasional
pera-latan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggzrran atas beban
Perubahan APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta
pengembalian atas kelebihan pembayaral atas penerimaan daerah
tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat
direncanakan sebelumnya.

Penvediaan anggar,rn Belanja Tidak Terduga Rp7.000.O00.0O0,0O atau
O,54"/o dai total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 secara memadai yang
dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi
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Tahun Anggaran 2O24 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan
pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan
perundang-undalgan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O 19 dal butir 3.4.3 Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp121. 175.626.600,00
bertambah Rp9.268.361.50O,0O menjadi Rpl 30.44.3.988. 1O0,0O atau
1O,O9o/o dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah
Xabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan
semula Rp1,21.175.626.600,OO bertambah Rp9.268.361.5OO,OO

menjadi Rp130.443.988.100,00 atau 10,O9% dari total belanja daerah
dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke
dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau
Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp121.175.626.600,00
bertambah Rp9.26E.3br.500,00 menjadi Rp13O.aa3.988.100,00,
dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja
sarna daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan
danT atau tujuan tertentu iainnya guna memberikan maniaat bagr

pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Filihan
serta aiokasi 'oelanja yang diwajibiann oieh ke{tnfuaR peraturan
perundang-undangan, kecuali ditentukan Iain oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.

Daiam hai Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyediakan Belanja
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke

dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing
Kabupaten/ Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan
ketentuan peraturan pemndang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tetap memperhatikan aspek
efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan
penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (l)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19.
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Hasil dari penghematan penggunaan anggar:rn tersebut harus
dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan
prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan
KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan)

Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung
target pertumbuhan ekonomi sebesar 8olo (delapan persen) sesuai
dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,
penanganErn inflasi, memenuhi alokasi anggaran Percepatan
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha
Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentarg Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25 sekurang-kurangnya 40Yo (empat puluh persen) dari total
Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal
Tanah, memenuhi alokasi anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-
kurangnya 2Oorir (<iua puiuh perseni <iari totai i:eianja ciaerah,
memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan
Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Deiyai paling
sedikit sebesar 0,75olo (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total
beianja ciaerah cian ciiatas RpiO.OOO.OOO.0OO,0O (sepuiuh miiiar
rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada

SKPD Inspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

C. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub
Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang kbih Besar Dibandingkan
Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi
Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggl, Jabatan Fungsional,
Kepemimpinan, dan Prajabatan semula Rp3.OOO.0OO.OO0,OO

berkurang Rpf .350.592.400,00 menjadi Rp1.649.4O7.600,00, yang
antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objekBelanja Perjalanan
Dinas Biasa semula Rpl.213.768.000,00 berkurang
Rp910.576.000,00 menjadi Rp3O3.192.00O,00 pada Badan
Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pencegahan Penccmaran Lingkungarr
Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut semula
Rp5OO.OOO.OOO,OO berkurang Rpr25.937.5OO,OO menjadi
Rp374.062.5O0,0O, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor
semula Rp343.75O.OOO,OO berkurang Rp85.937.5O0,00 menja<li

Rp257.8 1 2.50O,OO pada Dinas Lingkungan Hidup;
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3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas
dan Fungsi semula Rp I . 732.032.800,00 berkurang Rp966. 1 50.000,00
menjadi Rp765.882.800,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub
rincian objek Belaaja Perjalanan Dinas Biasa semula
Rp1.293.523.000,00 berkurang Rp774.750.O0O,00 menjadi
RpS 1 8.773.0OO,00 pada lsnpektorat;

4. Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan semula
Rp525.593.0O0,0O bertambah Rp73.490.00O,00 menjadi
Rp599.083.OO0,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp3O 1.536.O00,OO

berkurang Rp169.298.000,O0 menjadi Rpr32.238.000,00 pada

Sekretariat Daerah;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-
masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai
harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan
tcrsebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok
dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna
mendukung capaian target kinela program, kegiatan dan sub kegiatan
sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan
dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan targcl
kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan

butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun
2024.

D. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penycdiaan €rnggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupatcn
Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub
Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi l.angsung dengan Keluaran Sub
Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

KabupatenlKota semula Rp2OO.OOO.OO0,OO bertambah
Rp678.OOO.000,0O menjadi Rp878.OOO.OOO,OO, yang hanya diuraikan
ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan

Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk
Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula
Rp200.00O.O0O,O0 bertambah Rp678.O00.000,O0 menjadi
Rp878.OOO.0OO,OO pada Badan Kcsatuan Bangsa dan Politik;

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini,
Kerja Sama lntelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing
dan kmbaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
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Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan
Konflik di Daerah semula Rp45O.0O0.O0O,0O bertambah
Rpl.637.6O0.OOO,OO menjadi Rp2.087.600.000,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula
Rp45O.0OO.O00,OO bertambah Rp1.637.60O.000,00 menjadi
Rp2.O87.600.00O,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikaa Politik,
Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi
Politik di Daerah semula RpI.OOO.OOO.OOO,OO bertambah
Rp3OO.000.OO0,0O menjadi Rpl.3OO.O00.OOO,0O, yang antara lain
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada
Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial vang
Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Rp85O.OOO.0OO,OO pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

4. Sub Kegiatan Pelaksanaan tugas Paskibrala Rp40O.000.O0O,OO, yang

hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang

kepada Badan dan kmbaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial
yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
Rp400.O00.000,00 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

5. Sub Kegiatan Inventarisasi Bararrg Milik Daera} semula
Rp 1.25O.OOO.O0O,0O berkurang RpSOO.OOO.O0O,O0 menjadi
Rp750.000.O00,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek

Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Keuangan semula
Rp1.25O.OOO.0OO,0O berkurang Rp5OO.OOO.OOO,OO menjadi
Rp750.O00.OO0,00 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;

6. Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaal, Pemanfaatan,

Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik
Daerah semula RpSOO.O0O.00O,00 berkurang Rp30.280.O00,O0

menjadi Rp469.720.00O,O0, yang antara lain diuraikan ke dalam sub

rincian objek Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan

Penyelamatan Rp232.6O5.00O,OO pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah;

7. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah semula
Rp1.7O0.O0O.OOO,OO berkurang Rp350.691.OO0,O0 menjadi
Rpl.349.3O9.0OO,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp558.000.00O,0O
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

8.Sub...l l l l
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8. Sub Kegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
semula Rp1.50O.00O.00O,O0 bertambah Rp366.187.000,00 menjadi
Rp L866.187.OOO,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Modal Jalan Kabupaten Rp1.494.462.000,0O Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata;

9. Sub Kegiatan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga semula
Rp1.000.0OO.00O,00 bertambah Rp1.000.00O.000,00 menjadi
Rp2.OOO.OOO.OOO,OO, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian
objek Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman semula
Rp999.999.800,00 bertambah Rp999.999.8OO,00 menjadi
Rp I .999.999.600,00 pada Dinas Ketahanan Pangan;

10. Sub Kegiatan Pembangtrnan Ruang Kelas Baru Rp4.116.000.000,00,
yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang
untuk Dijual,/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain
Rp2.403.480.000,0O pada Dinas Pendidikan;

I 1. Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara
Rp2.724.997.05O,0O, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian
^l:^i- It.r--;- D---- ..-..-l- h;,:.,-r rh:^^-l-t--- t-^---S^ r}!-l-(ruJcr\ rJEld.rrJd, rjtd,r .1rrB \{lrILll\ t,,,.tld,tl ulls! curAdJr AcPdrud rrrldr\

Ketiga/ Pihak Lain Rp2.7 24. 997. 050, 00 pada Dinas Perhubungan ;

12. Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam I
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.500.000.000,00, yang hanya
diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan
Pengaman Pengembangan Sumber Air Rp1.500.OOO.0OO,OO pada

Dinas Perikanan;

13. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil semula
Rp2.999.925.30O,0O berkurang Rp23.650.0OO,00 menjadi
Rp2.976.275.3OO,00, yang antare lsin filrraikan ke dalam sub rincian
otrjek Belanja Modal Alat Produksi Perikanan Rp2.382.625.300,00
pada Dinas Perikanan;

14- Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan
Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
semula Rp95O.O00.0O0,0O berkurang Rp10O.000.O0O,O0 menjadi
Rp850.00O.OO0,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
semula Rp950.OO0.00O,OO berkurang RplOO.000.OOO,00 menjadi
Rp850.OO0.O00,O0 pada Dinas Tenaga Kerja;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari
sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur
dan target kinerja kegiatan.
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Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus memformulasikan
kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target
capaian kineda yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau
dari aspek indikator, tolok ukur darr target kine{a kegiatan, serta harus
dia-lihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas
sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan
Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita
dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target
pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan
kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai, penanganan inflasi,
memenuhi alokasi anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk
Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 4oolo (empat puluh persen)

dari totai Beianja Barang dan Jasa dan Beianja Moriai rii iuar Beianja
Modal Tanah, memenuhi alokasi anggaran Fungsi Pendidikan sekurang-
kurangnya 2oolo (dua puluh persen) dari total belanja daerah, memenuhi
alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan
pacia SKPD inspektorat Daerah Kabupalen Deiyai paling sedikit scbesar
0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan
diatas Rp1O.0O0.0O0.OO0,0O (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk
belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat sesuai
der r-g;rn ketefi tuall peraturan perrindanB- undanga-ll.

VII. KEBIJAKAN PEMBTAYAAI\I DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merup,rkarr setiap penerimaan yang p-erlu dibayar-

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nornor i2 Tatrun 2Ci9 dan b-ritir 3.5.a Lampi,-arr Peratiirarr
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

2. Klasilikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola
berdasarkan kewenangan pengeioiaan keuangan pada SKPrr.D

sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor l5Tahun 2O24.

3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran
atau menutup detlsit anggaran sebagaimana maksud butlr 3.2.3.d
Lampiran Peratrrran Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.
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4. Dalam hal Perubahan APBD diperlcirakan surplus, Perubahan APBD

dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O24 yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana
maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 15 Tahun 2024.

5. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan defisit, Perubahan APB[)
dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6

Pembiayaan Daerah

Uraian
APBD Tahun

Anggaran 2025
(Rp)

Rancangan
Perubahan APBD
Tahun Anggaran

2025
(Rp)

500.000.000,o0

Selisih
tLccbt*ona I

Bertambah)
(Rp)

Rasio
Terhadap
Belanja
Daerah

l!/'l

0.04

0,00 0,o4

DAI'RAH

l,r.'irrllAVA,.lN lll Iql lqA nrl 1 LA7 (\74 R')4 0n oaa.

0.88:

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakal pembiayaan daerah

dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

l Penerimaan funbiayaan

Penyediaan zrnggaran Penerimaan Pembiayaan semula
I\PI I r.. ta)l.lr-rur\,,\J tgILittllluall I\Pr r.Z\rr.Vrl.OZ"?rvV llrcrrJ.rur

Rpl1.368.225.980,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

semula...l1l4

I I ?6.R 
'25 

0AO On

Sisa L€bih Perhitungan
Anggaran Tahun
S.b.lg-"yg_

PENGELUARAN
PEMBIAYAAN

lrl.lsl.156,00 I 1.368.225.980.00 | | .257 .O7 4.824 ,AO

500.oo0.oo0,oo 500.000.o00,o0 o,00

500.oo0.000,o0Penyertaan Modal Daerah

I I

I

I

I

I
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semula Rp I I f . 1 5 1. I 56,0O bertambah Rp I 1.257 .OT 4.a24,0O menjadi
Rp11.368.225.980,00 atau 0,887o dari total belanja daerah dalam
Rancangaa Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang APBD Tahun
Ang3aran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dan
harus mela}ukan perhitungan secara cermat dan rasional atas
proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertrmbangkan
perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka
menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai
akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan
ketentuax peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp500.0O0.0O0,00,
ya.ng hanya djuraikan ke dalam objek pem-biayaa+ PenJe,rta al Modal
Daerah Rp5OO.O0O.000,O0 atau 0,O4olo dari total belanja daerah dalam
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O25 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deivai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam
tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah
mengenai pcnyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan
sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas
Ralcangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan ha--J tersebu! Pemenntah Daerab Xabupate-r: Deivai

terlebih dahulu menlrusun analisis investasi sebelum melakukan
investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional
dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O12.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam
peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan

modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam
rrprlrf ! rra7r Aqo'"6h tFrltrra., 

^prluprtat 
n rnnAal iFrsFhr rf rnaka

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai tidak perlu melakukan
perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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VIII.REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam men5rusun Ralcangan
Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun
rtnggaran 2025, selain mernperhatikarr kebijakan dan teknis pen5rusunan

Perubahan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:
I Damarinro}r f'taaralr llohrraaraa n-;r,oi ,{6166 Daar}'ohanruvql/qrvrr . Fv^rJ urs..u

APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan|

Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia
(FrAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong
kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi
kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong
kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan
pengembangan infrastruktur;

4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan,
kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan

peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai

tambah di dalam negeri;

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan

pemberantasan k€miskinan ;

7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat
pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan

lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan tol,eransi antarumat
beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai rialam pen3rusunan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2O25 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh
belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;

3. Reformasi Politik, hukum dan birokrasi;
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan fagi seluruh rakyaq
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;

9.Penguaian...7 i i6
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9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan
hubungan internasional yang kondusif;

10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan,
anak, serta penyandang disabilitas;

11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke

petani;
13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan

rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung

pembangunan Ibu *Kota 
Nusantara (IKN;;

15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan SDA dan
maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam
mewujudkan keadilan ekonomi;

i6. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan ireribadah
dan perawatan rumah ibadah; dan

17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan
peningkatan prestasi olahraga.

C. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam pen3rusunan Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
sebesar 8olo (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas
daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain mela-lui:

1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu source of grotuth;

2, Mempercepat penyerapan dan uaeningkatkan kualitas belanja APBD;

3. Menurunkan rr:,J.ai Incremental Capital-Aiput Ratio (ICOR) yang
menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukan
efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat
meningkatkal produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan
infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;

4. Menyediakan fasilitas pendidikan / pelatihan vokasi dan program
upskilling dan reskrlling tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan
Industri (Kl)/Kawasari Ekonomi Khusus {KEK) di rnilayah Kabupaten
Deiyai.

D. Pe::ganggara* pendapatsn, belanja dan peeebiayaa::. delam Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran
2O25 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan
perundang- un dangan sebagaima:r--a maksu-d Pa,sal 24 ayat l.al dan 

^Jat 
l,6l

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 dan disesuaikan dengan
susunan organisasi yang dite{.apkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan
Pemerintah Nomor l2 Tahun 2O19.

E.Pemerintah... / 117



-177-

E. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai dalam penyusunan Rancangan
Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturar Bupati Deiyai
tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus
menggunakal klasilikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900. 1-2850
Tahun 2025 cian pemutakhirannya serta diiaksanakan secara eiektronik
melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3. I .k Lampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri iiomor i 5 Tahun 2O24.

F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi
permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang
dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten
Deivai menyeriiakan zrnggaran cialam Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 untuk
mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian

harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti
penye<iiaan 9 (sembiiani bahan pokok, melaiui Beianja Ticiak Terciuga
yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud
butir 5.2.20.c l,ampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun
2024.

G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan
dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

H. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk memperhatikan realisasi
program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Angg3ran 2024,
guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat
dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki
potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk
dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali aiokasi
anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersedia atau cukup
tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25.

LSetiap.../l l8
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L Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran
atas beban Perubahan APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran
tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud
Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2O 19.

J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan,
rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak
memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Pembahan APBD Tahun Anggaran 2O25, penyediaan anggaran
tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan dan sub
kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Perubahan RKPD,
Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang menunjang pencapaian 8
(delapan) Misi Asta Cita dan 17 {tujuh belas) Program Prioritas serta
mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen)

sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai,
penanganan infl asi, memenuhi alokasi anggaran Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil

dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya
4O% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja
Modal di luar Belanja Modal Tanah, memenuhi alokasi anggar€rn Fungsi
Penciidikan sei<urang-i<urangnya 20olo (dua puiuh perseni dari totai
belanja daerah, memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan
Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten
Deiyai paling sedikit sebesar 0,75olo (nol koma tujuh puluh lima persen)

ciari total beianja riaerah cian diatas RpIO.OOO.0OO.0OO,OO (sepuiuh miiiar
rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD

lnspektorat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan
meningkatkan kualitas perencanaan pengatiaan barang/jasa yang tepat
waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang
sebesar-besarnya (uolue for moaegl, Pemeintah Daerah Kabupaten Deiyai
harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi
angg€rran dalhm RancangErn Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2O25 dengan melakukan lelang
barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, sebagaimana teiah diubah dengan Peratural Presiden iiornor
12 Tahun 2O2 I tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

r rr^l^- ./r rrrtr.ud,td,trt,..l L t >
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L. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan
preservasi jalan secara efelrtif, efisien, transparan, akuntabel dan
berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai harus
mengutamakan penggunaan produksi da-lam negeri dengan
meningkatkan penggunaan aspal buton {aspal alam dari Pulau Buton)
sebagai bahan tambah, bahan substitusi dan/atau bahan pengganti aspa-l

mrnyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan
Umum dan Perumahan Ralryat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang
Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan
butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l5 Tahun
2024.

M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah,
belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk mengambil langkah-
langkah strategis, antara lain:

I . Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah,

secara hrtahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan

berbasis teknologi informasi;

2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (roadmapl dengan
penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;

g-. Melakukan percepatan reaiisasi dengan tid-ak menuncia administrasi
pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatal/ sub kegiatan; dan

4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih
rendah penyerapan anggarannya;

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undaagan.

N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program pengguna.an kendaraan
bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle) sebagai

kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas

instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai

untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program

dimaksud antara lain:
1 

---.-,-,!- 
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anggararl dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan prograrn

penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery

electic uehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dal/ atau
kendaraan perorir.ngan dinas instansi Pemerintahan Daerah;

2. mendorong BUMD untuk meningkatkan pengguna:rn berbagai jenis
kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric uehicle);

3.melakukan... / l2O
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3. melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk
memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik
berbasis baterai (baftery electric uehicle) sebagai kendaraan dinas
operasiona-l dan/ atau kendaraan peror.rngan dinas Instansi
Pemerintahan Daerah; dan

4. memberikan insentif frskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan
prioritas Sagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai
(battery electric uehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

sebagaima,ra diamana-rkan dalam fnstruksi Presiden N-um or 7 TaJ\Ji 2/i22
tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
(Battery Electrb Vehide) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau
Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan
PerTrerintah^an Daerah dan bu.ir 5.3.2.7 Lampiran Peratuian Mentei-i
Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk
belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten
Deiyai hazus mencantumkan i<riteria keadaan <iarurat dan keperluan
mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dat/atau
c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan

pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang

angararrnye belum tersedia dal.-m ta.hua angg€rratr berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah

Kabupaten Deiyai dan tidak dapat ciipreciiksikan sebeiumnya, serta

amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila dilunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai dan/ atau masyarakat.

sebagaimana.../l2l



-121 -

sebagaima:ra mal<sr.-_rd Pa-se-j 69 Pera-turan- Pemerintah Nomor 12 Ta-lrurr-

2019.

P. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai menyediakan alokasi anggaran
dalam Rancanga-n Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai tentang
Da- rA-la M ADEln Talrrrr Aanna*aa ana< A^- D6A^^-d-^ D--^+rrra- El"--'iuqPu'r

Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,
antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan tembaga
V^*----^^l-r^- rl-^^ tL/at.-^L-6 I --l--- A J^. t't^^^ lL/-t..-^\^- A4-.\Lrrrd-)cr.r€[t\arctlt ULSdL/ (\cl(lld,lr<r,ll, Ltlrrud.Bdt rluErr l.,,cDd/ AgiLrlcrriarr \r.ij I

Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang
dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD
terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 90O.1-2850
Tahun 2O25.

2. Mendukung pclay'anan pendidikar di bawah binaan Kementerian
Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama
dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya
sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan
budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya
saing dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2O24.

3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan
kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Deiyai kepada Majelis Ulama
Indonesia {MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana
ciiamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor i5 i Tahun 2Oi4
tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.

4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten
Deiyai antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite
Daerah Ekonomi darr Ke-u-anga.n S5r-ar-rar'r (KDEKS}, pen!-usiinai-r
peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah,
memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha
mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b l,ampiran
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Deiyai dalam bentuk
belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan
N{enteri Dalam Negcri Nomor 15 Tahun 2024.

Q, Pen-ganggaran kegiatan tabun jamak me-rupakan kegiatan lebih dari 1

(satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi
kriteria paling sedikit:

1. pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis
merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran.yang
memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

Z.peke4aan...l 122
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2. pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menumt silatnya harus
tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatal tahun jamak berdasarkal atas
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang
ditandatangani bersamaaa dengan penandatanganan KUA dan PPAS,
serta paling sedikit memuat:

l. nama kegiatan;

2. jangka waktu pelaksanaan kegiatan;

3. jumlah anggaran; dan

4. alokasi anggaran per tahun.
Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali
kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau
kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan
Pemerintah Nomor i2 Tahun 2Oi9 cian butir 4.1.2.v -r-ampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna
tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi
inrlr rcf f; a'loLrooo ,r.;no Aoaot ^--d-^-au-6 -aA^ *--1.^-a'-in- s.*+a

^rr!.^55v^ 6da r wud I 1\-.\v!

pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerale
Kabupaten Deiyai sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-
langkah antara lain:

1. oembalgunan prasarana dan sarana. pembinaan, kompetisi amatir,
kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam Perubahan
APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

2. penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan
pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan
kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam
pen€gunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah
daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia
melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah
A^^-^l .,^-- t^l^L ,:L^--,- ..^t..L 

-^-4,,1-,-- 
1.-L^-l^-:,'+--lral-rarr Jarr6 uruanr6,Lrrr qAurr6 
^rurrrarrJulart

pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan
peraturail p€rundafrg-undangan.

3. pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi
kelompok unur sepak bola elit {unggula!) di tingkat provinsi rnaupun
kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9O Tahun
2019, Keputusal Menteri Ddam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2O21
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan
Menteri Daiam Negeri Nomor 9OO.i-2850 Tahun 2025 dan
pemutakhirannya.

Sebagaimana...ll23
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sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2O19
tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan
ditindaklanj uti dengan Surat Menteri Pemucia dan Oiahraga Nomor B
PO/6.4.22|MENPORA/VI/2O24 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan
Dukungan Perubahan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran
Menteri Dalam Negeri Nomor 4OO.2/3883/S., tentang Dukungan
Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON),
Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk mengambil langkah-langkah
antara lain:
1. menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada

peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. mengelola paling sedikit I (satu) cabang olahraga unggulan

berciasarkran DBON;

3. membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;

4. menyediakan anggaran yang bersumber dari Perubahan APBD sesuai
A^--^- l---^--..^- l- -.^--^- l^--!- l^- 

-^--^J:-l-^--l-^-.^-oengErn Kemampuan Kedangan oaei'an Gdn iir€mpCi'iiirrDangKai'r target
capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

5. menyedialan dukungan anggaran dalam Perubahan APBD dalam
rangka pengukurarl Sport Deuelopment Index (SDI) di daerah;

6. menyediatan dukunga-n untuL pembinaan atlpJ dasaJa- melalui Pu-sat
Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan
(SKO), dukringan spor, seience yang bekerjasama dengan Universitas;
dan

7. menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan

8. menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihair pelatih
ola-hraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun
2O2 1 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5,3. 18.c
Lamprran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

T. Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai untuk mengalokasikan anggaran

yang memadai dalam rangka p€ngelolaan BMD untuk mendukung
program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas

pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak
pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1 . melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Pras€rra.na. Sarana dan

Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada

Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai;

2.melaksanaJ< ar,... I 7'24
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2. melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD
yang dikuasai secara Lidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan
secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui
kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Ncgeri;

3. menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus

terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;

4. menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten

Deiyai daiam rangka mencapai target senifikasi tanah;

5. melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah UNTIP)

Partisipatif beke{a sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor

Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan

6. melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Daiam Negeri

Nomor 47 Tahun 2O2l tentalg Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan,
Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undans-

Undang Nomor 19 Tahun 2019.

U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Pcraturan Daerah Kabupatcn Dciyai

rentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan

Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 yang tertuang daiam Keputusan Gubernur ini, menjadi

dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daeralt

Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 d,an

Rancangan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaraa 2O2S yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perLrndang-undangan.

V. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaal dalam Peraturan

Daerah Kabupaten Deiyai tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran

2025 dan Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2O25 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur

ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan.

W.Evaluasi.../ 125
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W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Deiyai
tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan
Peraturan Bupati Deiyai tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubemur ini,
berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten Deiyai dan kebenaran atas informasi dalam dokumen
dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Deiyai.
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